







A. LATAR BELAKANG 
 
Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah 
bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, 
maupun sosial agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan 
bangsa dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk 
mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan haknya tanpa perlakuan diskriminatif. 
Menurut Pasal 28b Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 menguraikan bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun sosial yakni: 
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. 
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 
Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, 





Anak harus mendapat perlindungan terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. 
Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak 
terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. 
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan 
dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan 
yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama 
didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang 
rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang 
mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, 
jasmani maupun sosial.1 Seperti yang dikemukakan Koesparmono: 
Salah satu hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan 
perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan 
kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut dengan nilai-
nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana yang tercantum 
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945.2 
 
Anak memiliki peran yang strategis sehingga setiap anak harus 
memikul tanggung jawab yang besar yakni sebagai penjamin eksistensi 
Negara, maka anak harus mendapat perlindungan dari pemerintah guna untuk 
mewujudkan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa 
adanya diskriminasi. Dalam hal ini Pemerintah memiliki kewajiban dalam 
memberikan perlindungan khusus dan bertanggung jawab kepada anak sesuai 
dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 
                                                            
1 Maidin Gultom,  Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, 
2006, hlm 35. 





Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: 
Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan 
Pemerintah Daerah 
Pasal 21 
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 
budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi 
fisik dan/atau mental. 
Pasal 22 
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan 
ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 
Perlindungan Anak. 
Pasal 23 
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin 
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan 
memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain 
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. 
(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi 
penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
Pasal 24 
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk 
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai 
dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. 
 
Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak menyatakan: “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Perlindungan khusus yang 
diberikan salah satunya kepada anak korban kejahatan seksual.  Menurut Pasal 
39 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum 






Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat 
untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologi dan integrasi 
kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk 
penelantaran apapun, eksploitasi atau penyalahgunaan, 
penganiayaan atau bentuk perlakukan kejam yang lain apapun, tidak 
manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik 
bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus 
berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, 
harga diri dan martabat si anak. 
 
Negara memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan khusus 
kepada anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 
mental. Perlindungan tersebut dengan pengambilan semua langkah yang tepat 
untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologi dan integrasi kembali 
sosial seorang anak yang menjadi korban. Penyembuhan dan integrasi 
kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang 
meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak. 
 Langkah Negara tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam 
Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak yakni: 
Pasal 3 
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama 
berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan. 
Pasal 8 
Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 
anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis 
kelamin, agama, pendirian, politik, dan kedudukan sosial. 
Pasal 11 
(1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, 
pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 
(2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau 
masyarakat. 
(3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan 
atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun luar Panti. 
(4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan 






(5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam 
ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya anak ditempatkan 
pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 
memiliki peran yang strategis dalam menjalin kelangsungan Negara ini. 
Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak 
dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan 
anak.3 
Salah satu bentuk tindak pidana yang merupakan kejahatan terhadap 
kesusilaan adalah tindak pidana Pedofilia terhadap anak. Kualifikasi 
pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, hak-hak anak berkaitan anak sebagai korban pedofilia 
yang diatur yaitu : 
Pasal 17 
 (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
Pasal 18 
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
 
                                                            






Perkiraan Komisi Nasional Perlindungan Anak antara 70.000 hingga 
90.000 anak-anak merupakan korban perilaku seksual selama tahun 2011. 
Undang-Undang Perlindungan Anak meregulasi eksploitasi ekonomi dan 
seksual anak-anak, juga adopsi, perwalian, dan permasalahan lainnya, tapi 
beberapa Pemerintah Provinsi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan 
tersebut. Eksploitasi seksual anak dilarang oleh undang-undang, tapi upaya 
Pemerintah untuk memeranginya pada umumnya berjalan lambat dan tidak 
efektif. Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan perlu waktu yang sangat 
lama untuk membawa kasus pemerkosaan anak ke pengadilan dan tidak ada 
kejelasan mekanisme penanganan dan perlindungan tentang hal tersebut. 
Pusat Pelayanan Terpadu di Jawa Timur mencatat 253 kasus kekerasan 
terhadap anak pada tahun 2009 dan 149 kasus terjadi antara bulan Januari 
hingga Juni. Komnas Perlindungan Anak melaporkan menerima 2.335 
pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2010.4 
Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2010 hingga 2014 
semester pertama total kenaikan kekerasan pada anak mencapai 40 persen. 
Sementara secara khusus kekerasan seksual pada anak mencapai 26 persen. 
Untuk itu, pemerintah memperkuat peran Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia untuk menanggulangi masalah ini.5 
Kasus tindak pidana Pedofilia juga terdapat di Singaraja Bali, salah 
satunya kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Bali yakni 
kasus Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR. Dalam kasus tersebut anak yang 
                                                            
4 Indonesia Jakarta Usembassy, 2012 (online) http://indonesian.jakarta.usembassy.gov 
/id/news/key-reports/hrr10.html, (20 September 2014). 
5 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014, SBY keluarkan inpres anti kejahatan seks 
(online), http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sby-keluarkan-inpres-anti-kejahatan-seks-atas-anak-





menjadi korban haruslah mendapat perlindungan sesuai yang diatur di dalam 
ketentuan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena sebelum 
melakukan perbuatannya, “pelaku Pedofilia biasanya melakukan pendekatan 
terhadap anak korban serta keluarga dan masyarakat sekitar dengan cara 
memberikan bantuan yang mereka perlukan, sehingga terdakwa tindak pidana 
pedofilia dikenal sebagai orang yang baik dimata keluarga serta masyarakat 
sekitar selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak 
korban”6. Oleh karenanya kasus tindak pidana pedofilia yang terjadi pada 
anak tidak semata terjadi karena kurangnya perlindungan dari lingkungan 
keluarga tetapi juga dari lingkungan masyarakat.  
Menyadari kenyataan yang demikian, anak korban perlu mendapatkan 
perlindungan dari semua kalangan masyarakat luas khususnya oleh 
pemerintah. Perlindungan yang diberikan dapat berbagai bentuk, yakni dalam 
bentuk represif maupun preventif. Perlindungan represif berupa perlindungan 
yang diberikan setelah terjadinya tindak pidana pedofilia terhadap korban 
anak. Sedangkan perlindungan dalam bentuk preventif adalah perlindungan 
yang diberikan kepada anak korban sebelum terjadinya tindak pidana 
pedofilia.  
Oleh karena itu maka pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. 
Dalam Instruksi Presiden itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menginstruksikan kepada para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala 
                                                            





Lembaga non Pemerintah, Gubernur dan Walikota, untuk mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 
masing-masing melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual 
terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap 
Anak (GN-AKSA), yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia 
usaha.7 
Upaya pemerintah dan penegak hukum tersebut memberi 
perlindungan khusus bagi anak korban pedofilia di Indonesia guna 
melindungi hak-hak anak korban Pedofilia. Sehingga anak tidak merasa 
kurang dilindungi haknya oleh Negara. Upaya perlindungan yang dilakukan 
dapat berupa meningkatkan hukuman penjara bagi pelaku pedofilia dengan 
meningkatkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pedofilia kepada 
anak, diharapkan dengan itu dapat menimbulkan efek jera pada pelaku. 
Namun berkembang pemikiran bahwa apabila pelaku telah diadili dan 
pelaku usai menjalani masa hukumannya maka perlindungan terhadap anak 
korban telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya ketika korban kemudian 
menuntut adanya pemberian ganti rugi, hal tersebut dianggap berlebihan 
padahal pelaku tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana tetapi 
bertanggungjawab secara keperdataan supaya menambah efek jera sekaligus 
bertanggungjawab kepada anak korban karena masalah keadilan dan 
penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku tindak 
pidana saja tetapi korban tindak pidana.8 Selain itu memberikan rehabilitasi 
                                                            
7 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, loc cit. 
8 Vina Kartikasari, Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap 
Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas 





berupa pelayanan kesehatan kepada anak korban yang mengalami luka-luka 
dan gangguan jiwa juga merupakan upaya perlindungan yang harus diberikan 
kepada anak korban. 
Perlindungan khusus tersebut diperlukan karena karakteristik korban 
anak pedofilia dianggap lebih khusus dari korban anak tindak pidana lainnya. 
“Karena kekerasan seksual pada anak tersebut lebih mengutamakan trauma 
psikis daripada trauma fisik, karena dapat menimbulkan gangguan jiwa yang 
disebut sebagai stress pascatrauma.”9 Hal ini menegaskan bahwa perilaku 
pedofilia terhadap anak adalah perilaku yang berbahaya bagi orang lain 
karena merupakan penyakit mental serius, kelainan dan gangguan. 
Penelitian terkait mengenai perlindungan bagi anak korban tindak 
pidana Pedofilia telah dibahas oleh beberapa peneliti dengan judul 
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah 
Hukum Pengadilan Negeri Sleman. Ditulis oleh H. Agung Prachmono, 
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiah Yogyakarta. Dengan rumusan 
masalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Selaman dan Hambatan Perlindungan 
Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Selaman. Penelitian kedua dengan judul Tinjauan Yuridis 
tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana 
Perkosaan, ditulis oleh Vina Kartikasari, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya pada tahun 2013. Dengan rumusan masalah perlindungan hukum 
terhadap anak anak yang menjadi korban pidana perkosaan dan bentuk 
                                                            





perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana 
perkosaan. 
Adapun perbedaan penelitian terkait tersebut dengan penelitian ini 
yakni pada penelitian ini penulis menitikberatkan untuk menganalisis putusan 
Pengadilan Negeri Singaraja di Bali nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR. 
terkait perlindungan bagi anak korban tindak pidana pedofilia di Indonesia. 
Oleh karena itu penulis ingin mengangkat tema Analisis Putusan Pengadilan 
Negeri Singaraja di Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR. terkait 
Perlindungan bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana perlindungan bagi anak korban tindak pidana pedofilia 
dalam proses peradilan pidana di Putusan Pengadilan Negeri Singaraja 
Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR? 
2. Apakah perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia pada 
Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 
292/Pid.Sus/2012/PN.SGR telah memenuhi harapan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang 





arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penulisan. Adapun tujuan 
yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Menganalisis perlindungan bagi anak korban tindak pidana 
pedofilia dalam proses peradilan pidana di Putusan Pengadilan 
Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR. 
b. Menganalisis perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia 
telah memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
 
D. MANFAAT PENULISAN 
Pada setiap peneliti selain mempunyai tujuan yang jelas harus diyakini 
kegunaan bagi pemecahan masalah baik untuk penulis sendiri maupun bagi 
orang lain, adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian dapat kontribusi dalam pemahaman terkait dalam 
hukum pidana khususnya serta tambahan pengetahuan mengenai 
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singaraja di Bali Nomor 
292/Pid.Sus/2012/PN.SGR. terkait Perlindungan bagi Anak Korban 





b. Merupakan salah satu sarana penulisan untuk mengumpulkan bahan 
dalam menyusun penulisan hukum guna melengkapi tugas akhir 
Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi mahasiswa 
Memberi tambahan wawasan dalam pemahaman tentang Perlindungan 
Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia. 
b. Bagi fakultas 
Memberikan tambahan referensi bahan untuk materi perkuliahan, 
memperluas kerjasama dengan lembaga terkait sehubungan dengan 
peningkatan mutu pendidikan. 
c. Bagi masyarakat 
Sebagai salah satu sumber wacana mengenai penegakan hukum 
terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana 
Pedofilia di Indonesia. 
d. Bagi Aparat Penegak Hukum 
Sebagai panduan, bahan masukan, kritik dan saran yang digunakan 
saat mengambil kebijakan kebijakan lain untuk waktu yang akan 
datang sehingga kebijakan yang diambil berlaku efektif dan mendapat 









E. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan ini pendahuluan ditempatkan pada Bab I, karena 
sebelumnya sampai pada pembahasan materi-materi pokok perlu terdapat bab 
yang mendahuluinya. 
BAB 1 : PENDAHULUAN  
Bab ini terbagi menjadi enam sub bab yaitu permasalahan : latar 
belakang dan rumusannya, tujuan, manfaat, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini membahas Kajian Pustaka tentang  perlindungan hukum, 
korban anak dan tindak pidana pedofilia. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab ini membahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, 
jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan 
bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, 
sistematika penulisan. 
BAB IV : PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang perlindungan bagi anak korban tindak 
pidana pedofilia dalam proses peradilan pidana di Putusan 
Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ 
Pid.Sus/2012/PN.SGR dan perlindungan anak korban tindak 
pidana pedofilia pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali 
Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN.SGR telah memenuhi harapan 





diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. 
BAB V : PENUTUP 























A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan  
1. Definisi Tentang Perlindungan  
“Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan 
dan sebagian) memperlindungi.”10 Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo 
yakni sebagai berikut; 
Pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan 
manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Tiap manusia 
mempunyai kepentingan baik bersifat individual maupun kolektif. 
Harta kekayaan, anak, istri dan nama baik golongannya dan 
sebagainya, itu semua merupakan kepentingan manusia. Banyak 
jumlah manusia serta beragam jenis kepentingannya tidak mustahil 
menimbulkan pergeseran dan pertentangan antara manusia yang 
satu dengan yang lain, yang menimbulkan kerugian, sehingga 
kepentingan-kepentingan manusia itu selalu terancam bahaya, baik 
bahaya yang datang dari sesama manusia maupun bahaya yang 
datang dari luar. Pencurian, pengrusakan, penculikan, pembunuhan, 
perzinahan, membeli tidak membayar, hutang tidak melunasi . itu 
semua menyerang kepentingan kepentingan manusia. Oleh karena 
itu bermacam-macam bahaya yang mengancam kepentingan 
manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap 
kepentingan-kepentingan agar manusia dapat hidup lebih tentram. 
Perlindungan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup 
atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat memaksa 
itulah hakekat dari pada hukum.11 
Sependapat dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo berpendapat: 
Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 
yang bisa bertubrukan sama lain itu oleh hukum diintegrasikan 
sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu dapat ditekan 
sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu 
                                                            
10 Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Jakarta, 2002, hlm 77. 





dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-
kepentingan tersebut. Memang dalam suatu dalam lalu lintas 
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hanya 
dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. 
Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara 
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 
rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini 
dilakukan secara terukur, dalam arti ditemukan keluasan dan 
kedalamannya. Kekuasaan yang demikan itulah yang disebut 
dengan hak. Dengan demikian itu, tidak setiap kekuasaan dalam 
masyarakat itu bisa disebut dengan hak, melainkan hanya kekuasaan 
tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.12 
 
Sedangkan menurut pendapat O.C Kaligis, “Perlindungan hukum 
dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan 
dijamin oleh Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan 
memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan 
peraturan”.13 Setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya yang 
disebut sebagai hak asasi manusia (HAM). Pengertian Hak Asasi Manusi 
menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang yang selanjutnya disebut Undang-
Undang Hak Asasi Manusia yaitu; 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang  melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan 
dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia. 
Hak asasi manusia harus diakui oleh semua orang, golongan, lembaga, 
pemerintahan dan agama. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah Hak Asasi Manusia yang bersifat 
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mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, hak 
tersebut antara lain: 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun. 
 
Ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa 
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta 
menjamin segala warga Negara bersamaan kedaulatannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan ini dengan tidak ada kecualiannya. 
Maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum 
memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam kondisi 
apapunn dalam aspek kehidupan. 
Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat 
harus berlaku secara meluas, baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah 
Indonesia, maupun dari dalam wilayah Indonesia. Di samping itu, 
perlindungan itu harus diberikan baik dari serangan terhadap masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan maupun terhadap individu masing-masing. Salah 
konkretisasi dari tanggungjawab pemerintah untuk memberikan jaminan 
perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah pemerintah 
berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan 
atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami. 
Apabila negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga 





lebih kepada korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan secara 
ekonomis, fisik maupun secara psikis.14 
Perlindungan yang diberikan kepada setiap warga negara, tak 
terkecuali anak-anak. Masalah perlindungan dan hak-haknya bagi anak-anak 
merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. 
Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan 
bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan 
perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.15 
Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh dan 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
 
Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala usaha yang 
dilakukan menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, 
mental, sosial.16 Menurut Maidin : 
Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam 
suatu masyarakat. Kegiatan perlindungan  anak membawa akibat 
hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis. Kepastian 
hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan 
                                                            
14 Dikdik M. Arief, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT Grafindo Persada, 
Jakarta, 2007, hlm 10 - 11. 
15 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 67. 





anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif 
yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.17 
Sedangkan J.E Doek dan H.M.A Drewes memberikan pengertian 
terhadap hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yaitu18 : 
1. Dalam pengertian luas, yaitu segala aturan hidup yang memberi 
perlindungan terhadap mereka yang belum dewasa dan memberi 
kemungkinan mereka untuk berkembang; dan 
2. Dalam pengertian sempit, yaitu perlindungan hukum yang 
terdapat pada ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum 
pidana dan ketentuan hukum acara. 
Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:19 
1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan 
anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam 
bidang hukum publik dan hukum keperdataan. 
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yaitu meliputi 
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang 
pendidikan. 
Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu 
mendapat perhatian, yaitu20: 
1. Luas lingkup perlindungan 
a. Perlindungan yang pokok yang meliputi antara lain: 
sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, 
hukum. 
b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah. 
c. Mengenai pula pola penggolongan keperluan yang primer 
dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. 
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan 
a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlunya 
adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan 
perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh 
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. 
b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu perbuatan 
tertulis baik dalam bentuk undang-undang dan peraturan 
daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat 
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18 Soemitro I. S, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 15. 
19 Maidin, opcit, hlm 34. 
20 Arief Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era 
Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu hukum. No 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara, 





dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata 
kepada masyarakat luas. 
c. Peraturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di 
Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang 
dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan 
ditiru (peniruan yang kritis). 
Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut21: 
1. Dasar filosofis 
 Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 
keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar 
filosofis pelaksanaan perlindungan anak. 
2. Dasar etik 
 Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi 
yang berkaitan, untuk mencegah pelaku untuk menyimpang 
dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam 
pelaksanaan perlindungan anak. 
3. Dasar Yuridis 
 Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai 
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan 
dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan teratur 
menyangkut peraturan perundang-undangan dari belbagai bidang 
hukum yang berkaitan. 
 
B. Tinjauan Umum Anak Korban 
1. Definisi Anak 
 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Anak 
adalah keturunan kedua.”22 Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
                                                            
21 Ibid, hlm 266 – 267. 
22 W.J.S Poerdarwinta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, 





Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak 
adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 
belum pernah kawin.” 
Sedangkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di 
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” 
Hadi Supeno menyatakan bahwa semestinya setelah lahir Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam strata 
hukum dikategorikan sebagai lex spesialis, semua ketentuan lainnya tentang 
definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta 
berkaitan dengan pemenuhan hak anak.23 Pada tahun 2014 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak, maka definisi anak mengacu pada ketentuan 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
tersebut. 
 
2. Hak- Hak Anak 
Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan 
bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
merumuskan dalam 15 pasal yang khusus mengenai hak-hak anak, karena 
pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak-anak kelompok yang 
rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut hak-hak anak di Indonesia 
saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-undang 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1999 
tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian 
hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang 
tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.24 
Berdasarkan Konvensi Hak-hak anak, hak hak anak secara umum 
dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu25 : 
a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right of Survival) yaitu hak 
hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right 
of Life) dan hak untuk memperoleh standart kesehatan tinggi 
dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hal ini termuat di dalam 
pasal-pasal berupa: 
1. Hak anak untuk mendapat nama dan kewarganegaraan sejak 
dilahirkan. 
2. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau 
hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan 
terbaiknya. 
3. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala 
bentuk salah perlakuan (abuse) 
4. Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk 
memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus. 
5. Hak anak untuk menikamati standart kehidupan yang 
memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban 
Negara untuk memenuhinya. 
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6. Hak anak atas pendidikan dan kewajibaan Negara untuk 
menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-
cuma dan berlaku wajib. 
7. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius 
dan narkotika 
8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan 
seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam 
pornografi 
9. Kewajiban Negara untuk menjaga segala upaya guna 
mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak. 
b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak 
dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan 
diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang 
tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini 
terdiri atas 3 (tiga) kategori antara lain: 
1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi 
terhadap hak-hak anak, hak mendapat nama dan 
kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat. 
2. Larangan eksploitasi anak, misal hak berkumpul dengan 
keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari 
bentuk salah perlakuan oleh anak atau orang lain, 
perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk 
melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan 
yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau 
perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan dan 
hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan 
penahanan semena-mena. 
c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-
hak anak dalam konvensi hak hak anak yang meliputi segala 
bentuk pendidikan (formal nonformal) dan hak untuk mencapai 
standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, 
spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living). 
Beberapa hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu: 
1. Hak untuk memperoleh informasi (the rights of 
information) 
2. Hak memperoleh pendidikan ( the right to educations) 
3. Hak bermain dan berekreasi (the right to play and 
recreation) 
4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the right to 
participation in culture activities) 
5. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama. 
6. Hak untuk mengembangkan kepribadian. (the rights to 
personality development) 
7. Hak untuk memperoleh identitas. (the right to identity) 
8. Hak memeperoleh kesehatan dan fisik ( the right to health 
and physical development) 
9. Hak untuk didengar pendapatnya ( the right to be heard) 





d. Hak untuk berpartisipasi yaitu hak anak yang meliputi hak 
untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang 
mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi merupakan hak 
anak mengenal identitas budaya mendasar bagi anak, masa 
kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam 
masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut 
memberi sumbangan peran antara lain: 
1. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan 
atas pendapatnya. 
2. Hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta 
untuk berekspresi. 
3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk 
bergabung. 
4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak 
dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat. 
 
Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 
4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak yaitu:  
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri 
dan status kewarganegaraan. 
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 
berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan 
dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. 
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 
spiritual, dan sosial. 
6. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat Anak. Setiap 
Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang 
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 
peserta didik, dan/atau pihak lain. Anak Penyandang 
Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan 






7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan 
dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan 
waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, 
berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan 
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 
9. Setiap anak yang menyandang disabilitas berhak 
memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan 
taraf kesejahteraan sosial. 
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
a. diskriminasi; 
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. penelantaran; 
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. ketidakadilan; dan 
f. perlakuan salah lainnya. 
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 
terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: 
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 
dengan kedua Orang Tuanya; 
b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua 
Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan bakat, dan 
minatnya; 
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; 
dan 
d. memperoleh Hak Anak lainnya. 
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 
kekerasan; dan 
e. pelibatan dalam peperangan 
f. kejahatan seksual 
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 
tidak manusiawi. 






15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; 
dan 
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan 
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 
sidang tertutup untuk umum. 
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 
seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 
dirahasiakan. 
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
 
 
3. Perlindungan Hak Anak 
Upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB 
dengan mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 
1959 yang terlihat didalam asas 1, asas 2 dan asas 9, yang pada prinsipnya 
menyatakan: 
1. Asas 1, anak hendaknya menikmati semua hak dalam deklarasi 
ini. Setiap anak tanpa pengecualian apapun, harus menerima 
hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan 
lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran 
atau status social lainnya, baik dirinya maupun keluarganya. 
2. Asas 2, anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus 
diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan 
lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, 
budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatan dalam keadaan sehat 
dan wajar dalam kondisi bebas dan bermartabat. Dalam 
penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik 
adalah pada saat anak harus menjadikan pertimbangan pertama. 
3. Asas 9, anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, 
kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran 






Tanggal 20 November 1989 dideklarasikan Konvensi Hak Anak secara 
bulat oleh Majelis Umum PBB (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 
1989).26 
Dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh 
negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagian hak asasi 
manusia, masuk dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh 
perlindungan dari kekerasan diskriminasi.” 
Selanjutnya perlindungan hak anak terdapat pada Undang-undang  
Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Terkait dengan anak 
korban dengan hukum lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, tetapi terdapat banyak kelemahan sehingga lahirlah 
Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Selain itu pada Tahun 2002 disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung yang mengakomodir 
prinsip-prinsip hak anak. Salah satu implementasinya adalah dengan 
pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.27 
Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam 
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat 
prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara 
dalam menyelenggarakan perlindungan Negara: 
1. Prinsip Nondiskriminasi 
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak 
                                                            






3. Prinsip Hak Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. 
 
 
4.   Definisi tentang Anak Korban 
Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban 
tindak pidana yang selanjutnya disebut “Anak korban adalah anak yang belum 
berumur 18 tahun (delapan belas) yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” 
Anak-anak sebagai korban merupakan hal yang wajar, semasih mereka 
lemah dan kurang berpengalaman, mungkin mereka menjadi korban 
penyerangan. Mereka mudah menjadi korban tidak hanya karena keadaan fisik 
belum tumbuh berkembang, tetapi juga karena kepribadian mereka belum 
matang, jiwanya labil dam memiliki sifat menentang. Keadaan biologis dan 
psikologis anak yang belum matang tersebut, seringkali dimanfaatkan oleh 
para penjahat untuk membantu dalam melakukan kejahatan.28 
Menurut Made Sadhi, anak korban sebagai korban kejahatan adalah 
anak yang menderita kerugian fisik, mental, dan sosial sebagai akibat dari 
suatu kejahatan dan rasa keadilan secara langsung terganggu sebagai akibat 
pengalamannya sebagai korban.29 
                                                            
28 Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Pererbit Universitas 
Negeri Malang, Malang, 2003. Hlm 27. 





Pengertian Korban menurut viktimologi adalah “mereka yang 
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari perbuatan orang lain 
yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.30 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena 
tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, 
tetapi juga kelompok, korporasi swasta maupun pemerintah, sedangkan yang 
dimaksud akibat yang menimbulkan korban adalah sikap atau tindakan 
terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau 
tidak terlihat dalam terjadinya kejahatan.31 
Sedangkan pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang 
dimaksud “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik 
maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana”. 
Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Berat, “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok 
orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental, 
gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun”. 
Sedangkan menurut para ahli hukum pengertian korban beragam. 
Menurut Cohen, Korban (victim) adalah “…..whose pain and suffering have 
                                                            
30 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1980, hlm 
41. 





been neglected by the state while it spends immense resourse to hunt down 
and pinish the offender who responsible for that pain and suffering.”32 
Jenis-Jenis korban apabila dilihat dari sudut pandang ilmu viktimologi33: 
a. Nonparticipating victims :yaitu mereka yang tidak peduli 
terhadap upaya penanggulangan kejahatan. 
b. Latent victims, yaitu mereka yang memiliki sifat karakter 
tertentu sehingga menjadi korban. 
c. Procative victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan 
terhadap kejahatan. 
d. Participating victims yaitu mereka dengan perilakunya 
memudahkan dirinya untuk menjadi korban 
e. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena 
perbuatan yang dilakukan sendiri. 
 
Tipologi yang diuraikan tersebut memiliki kemiripan dengan tipologi 
korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai 
berikut:34 
a. Unrelated victim yaitu korban yang tidak ada hubungannya 
sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan 
pesawat. Pada kasus ini tanggungjawab sepenuhnya pada 
pelaku. 
b. Provocative victims yaitu seseorang yang secara aktif 
mendorong dirinya menjadi korban, misal pada kasus selingkuh, 
dimana korban juga sebagai pelaku. 
c. Participating victims yaitu seseorang yang tidak berbuat akan 
tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi 
korban. 
d. Biologically weak victims yaitu mereka yang secara fisik 
memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. 
e. Socially week victims yaitu mereka yang memiliki kedudukan 
sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 
f. Self victimizing victims yaitu mereka yang mejadi korban karena 




32 Cohen dalam Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, tanpa 
tahun, hlm 9 
33 Muladi (ed) , Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam 
Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung : Rafika Aditama, hlm 42. 
34  Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan 





Dalam memahami masalah terjadinya kejahatan harus memahami juga 
peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban 
dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung atau tidak 
langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara 
aktif maupun pasif dengan motivasi positif atau negatif, semua ini tergantung 
pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan itu dilakukan. Dilihat dari 
peranan korban dalam terjadinya tindak pidana Stephen Schafer menyatakan 
pada prinsipnya terdapat empat tipe korban yakni35: 
a. Orang yang tidak memiliki kesalahan apa-apa, tetapi tetap 
menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan pada pelaku. 
b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu 
yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk 
tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam 
terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku 
dan korban. 
c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi 
korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau 
mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagaimana 
merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Koraban 
dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang 
bertanggungjawab. 
d. Korban yang merupakan ia sendiri karena pelaku. 
Inilah yang disebut kejahatan tanpa korban. pelacuran, 
perjudian, zina merupaka kejahatan yang tergolong kejahatan 
tanpa korba. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia 
adalah pelaku. 
 
5. Hak-Hak Anak Korban 
 Hak-hak anak berkaitan anak sebagai korban yang diatur dalam 
Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Pasal 17 
 (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
Pasal 18 
                                                            





Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
 
Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak 
pidana dilaksanakan melalui36: 
a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lemabaga maupun di luar 
lembaga 
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa dan unruk menghindari lebelisasi 
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi 
ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan 
d. Pemberian aksesibelitas untuk mendapatkan informasi 
mengenai perkembangan perkara 
 
Berikut merupakan hak-hak Anak Korban dalam Peradilan Pidana 
Persidangan yakni sebagai berikut: 37 
1. Hak-hak anak dalam peradilan pidana sebelum persidangan 
a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan fisik, 
mental dan sosial. 
b. Hak diperhatikannya laporan yang disampaikan dengan 
suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan 
(kooperatif) 
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakanyang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, 
mental sosial dan siapa saja, seperti berbagai ancaman, 
penganiayaan, pemerasan dan lain-lain. 
d. Hak untuk mendapat pendamping, penasihat dalam rangka 
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan 
yang akan datang. 
e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 
pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban, misalnya: 
transport, penyuluhan dari yang berwajib. 
2. Hak anak korban dalam peradilan pidana selama persidangan 
a. Hak untuk mendapat fasilitas untuk menghadiri sidang 
sebagai saksi atau korban, seperti transfor atau 
penyuluhan. 
b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata tertib 
persidangan dan kasusnya. 
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan 
mental, fisik dan sosial dari siapa saja, seperti berbagai 
ancaman, penganiayaan, pembunuhan. 
                                                            
36 Ibid,  hlm 127. 





d. Hak untuk menyatakan pendapat. 
e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi 
f. Hak untuk persidangan tertutup. 
3. Hak-hak anak dalam Peradilan Pidana Setelah Persidangan 
a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakanyang merugikan, menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, sosial dari siapapun, seperti berbagai macam 
ancaman,penganiayaan, pembunuhan. 
b. Hak atas pelayanan-pelayanan di bidang fisik, mental 
sosial. 
 
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pedofilia 
1. Definisi Tindak Pidana 
Menurut Sudarto tindak pidana yaitu 
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 
pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya 
dengan perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau verbechen atau 
misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara 
kriminologis.38 
 
Sedangkan menurut Moelyatno perbuatan pidana merupakan perbuatan 
yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. 
Untuk ada perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya39: 
1. Perbuatan (manusia) 
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan 
syarat formil) 
3. Bersifat melawan hukum 
Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang 
tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat 
materiil itu harus ada pula karena perbuatan tersebut harus dirasakan benar 
bertentangan dengan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita 
citakan. 
                                                            
38 Sudarto, Hukum Pidana I,Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 40 





Sementara itu menurut Wigiarti Soetodjo, dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan seseorang dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri yang 
bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatannya itu telah 
terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam 
KUHP di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung unsur-
unsur40: 
1. Adanya perbuatan manusia 
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum 
3. Adanya kesalahan 
4. Orang yang berbuat harus bertanggung jawaban 
Sedangkan menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah41 : 
1. Perbuatan manusia (perbuatan positif atau perbuatan negatif; 
berbuat atau tidak berbuat, membiarkan) 
2. Diancam dengan pidana 
3. Melawan hukum. 
4. Dilakukan dengan kesalahan. 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Simon menyebutkan ada unsur obyektif dan unsur subyektif dari 
tindak pidana. Yang disebut unsur obyektif ialah: 
a. Perbuatan orang 
b. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu 
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 
Unsur subyektif ialah: 
a. Orang yang mampu bertanggung jawab 
b. Adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan 
kesalahan.   
 
2. Definisi Pedofilia 
Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Tetapi terjadi 
perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah 
                                                            
40 Wigiati Soetodjo, op cit,  hal 12. 





untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana 
individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.42 
Pedofilia merupakan salah satu jenis dari gangguan seksual Parafilia. 
Parafilia berasal dari kata “para” yang berarti penyimpangan pada apa yang 
membuat orang tertarik (“philia”).43 Pengertian Pedofilia berasal dari kata 
“pedos” (bahasa Yunani untuk anak) adalah orang dewasa yang memperoleh 
kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual dengan anak prapubertas 
yang tidak berhubungan dengannya.44 
Pedofilia merupakan aktifitas-aktifitas seksual yang dilakukan oleh 
orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Kadang-kadang si anak 
menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan 
halus.45 Bujukan halus dapat diartikan bujukan atau rayuan seperti 
memberikan mainan, makanan atau bahkan memberikan sejumlah uang 
kepada anak korban agar ia bersedia melakukannya. 
Penderita pedofilia sering memaksa dengan ancaman terhadap anak-
anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada 
masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia sering dikaitkan dengan upaya 
seseorang untuk mencari kesaktian atau kekebalan.46 Para pedofilia memaksa 
dengan ancaman agar anak korban tidak memberitahu orang-orang 
terdekatnya sehingga kasus menjadi sulit untuk terungkap. 
                                                            
42 Sawitri Supardi S, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, 
Bandung, 2005, hlm 71 
43 Fitri Fauziah, Julianti Widuri, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, Penerbit Universitas 
Indonesia, 2008,hlm 61. 
44 Ibid, hlm 62. 
45 Mohammad Aswari (Edt), Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya. 
Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hlm 93. 





Pedofilia melibatkan fantasi yang merangsang secara seksual, 
dorongan seksual, atau berilaku yang melibatkan aktifitas seksual dengan anak 
berusia prapubertas (biasanya usia 13 tahun atau lebih muda) yang intens dan 
berulang kali.  Untuk memenuhi kriteria diagnosis pedofilia dalam DSM-IV-
TR, Orang tersebut paling sedikit harus berumur 16 tahun dan yang paling 
sedikit berumur lima tahun lebih tua dari anak itu.47 
3. Ruang Lingkup Pedofilia 
a. Perilaku Seksual Terhadap Anak 
Menurut Sawitri Suwardi S. perilaku seksual yang menyimpang 
dapat dikelompoknya dari beberapa kategori penyimpangan sebagai 
berikut:48 
1. Untuk tujuan obyek seksual 




e. Keterbatasan kesempatan (isolated geografis) dan 
keterbatasan kemampuan ekonomi. 
2. Untuk tujuan mencari nafkah keluarga 
a. Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai 
tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri 
melakukan kegiatan prostitusi. Keadaan ini sering terjadi 
pada lingkungan keluarga yang taraf sosial ekonominya 
sangan rendah dan norma (standar) moralnya pun 
rendah. 
b. Germo (pengelola praktek prostitusi) akan terus berusaha 
mencari gadis muda untuk melayani pelanggannya. 
Biasanya mereka akan mencari gadis desa yang polos 
dan lugu. Mereka akan dibujuk akan diberikan pekerjaan 
di kota dengan janji yang muluk. Sesampainya di kota 
mereka akan diberi pakaian bagus dan makanan enak. 
                                                            
47 Thomas F. Oltmans dan Robert E. Emeny, Psikologi Abnormal (buku kedua), Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 107  





Tapi setelah itu mereka dipaksa untuk melayani hasrat 
hidung belang. Gadis desa yang terberdaya itu biasanya 
berumu 14 tahun sampai 16 tahun.  
 
3. Untuk tujuan avonturir seksual. 
 
b. Pembagian Pedofilia 
Pedofila terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu 
1. Pedofilia heteroseksual, yaitu obyek seksualnya adalah anak 
perempuan dibawah umur. 
2. Pedofilia homoseksual, yaitu obyek seksualnya adalah anak laki-laki 
dibawah umur. 
Sebagian Pedofilia hanya tertarik dengan anak-anak, sementara itu 
yang lain tertarik dengan orang dewasa. Kebanyakan pedofilia heteroseksual 
dan korban pedofilia lebih sering anak perempuan dibandingkan anak laki-
laki. Sebagian penyerang tertarik pada anak perempuan maupun anak laki-
laki. Kontak seksual dengan anak-anak biasanya melibatkan dengan 
membelai dan meraba alat kelamin.49 
Menurut Robert G meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa 
tipe pedofilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak 
mampu secara seksual, tipe kedua adalah mereka yang mempunyai perhatian 
khusus terhadap ukuran alat vitalnya.50 
4. Aturan tentang Tindak Pidana Pedofilia  
Aturan tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana terdapat peraturan mengenai pedofilia yaitu: 
                                                            
49 Thomas F. Oltmans dan Robert E. Emeny, loc.cit. 





Pasal 289  
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.  
Pasal 290 
Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
(1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, 
padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;  
(2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 
umumya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, 
yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:  
(3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun 
atau kalau umumya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum 
waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan 
dengan orang lain.  
Pasal 291  
(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 
290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun; (2) Jika salah satu kejahatan 
berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 mengakibatkan 
kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
Pasal 292  
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun.  
Pasal 293  
(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 
barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan 
keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang 
belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang 
belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.  
(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini 





Pasal 294  
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, 
tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum 
dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang 
pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 
(2) Diancam dengan pidana yang sama 
1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 
karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang 
penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,  
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam 
penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, 
rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan 
perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.  
Pasal 295  
(1) Diancam:  
1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa 
dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya 
perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau 
anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang 
yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 
penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau 
bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;  
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa 
dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan 
cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan 
oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya 
harus diduganya demikian, dengan orang lain.  
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian 
atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. 
 
Aturan tentang Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: 
Pasal 76E 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau  membujuk Anak untuk melakukan 






(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76E dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Aturan mengenai tindak pidana pedofilia diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan 
sebagai lex spesialis, semua ketentuan lainnya tentang aturan mengenai tindak 
pedofilia harus disesuaikan. 
Unsur-unsur dari tindak pidana Pedofilia menurut Pasal 76 E Undang-
Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak yakni;  
1. Unsur Barang Siapa yakni merujuk kepada subyek pelaku tindak 
pidana pedofilia. 
2. Unsur  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 
atau  membujuk Anak. Unsur ini merupakan unsur yang bersifat 
alternatif apabila terpenuhi salah satu maka unsur ini terpenuhi.  
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul. Unsur ini juga merupakan unsur yang bersifat alternatif 








A. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian 
yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan 
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Normatif tidak perlu dimulai 
dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variable bebas dan variable terikat 
tidak dikenal di penelitian normatif.51 Peneliti menggunakan jenis penelitian 
normatif karena ingin menkaji mengenai tentang perlindungan hukum bagi 
korban tindak pidana pedofilia. 
B. Metode Pendekatan 
Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan 
adalah: 
a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 
Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami 
hirearki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Jika 
demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan 
dengan menggunakan legislasi dan regulasi.52 
 
                                                            
51  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 
2005, hlm 35 





b.   Pendekatan Kasus (case approach) 
Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio 
decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk 
sampai kepada keputusannya.53 
 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
a. Jenis Badan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Penelitian bahan hukum normatif mengacu pada penggunaan bahan 
sekunder. Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder.54 
a. Sumber Hukum Internasional terdiri: 
1. Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Right of the Child)  
b. Sumber Hukum Nasional 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak. 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. 
                                                            
53 Ibid, hlm 159. 
54 Soejono soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 





6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak 
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 
dengan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
9. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja di Bali Nomor 292/ 
Pid.Sus/2012/PN.SGR. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang 
bersifat untuk menguatkan maupun memberi penjelasan mengenai bahan 
hukum primer berupa literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan 
perlindungan anak, hasil karya dari kalangan hukum, makalah dan lain 
sebagainnya. 
3. Bahan hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 







b. Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum diperoleh dari Perpusatakan Kota Malang, 
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Perpusatakaan Universitas 
Brawijaya. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maka teknik 
penelusuran bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi 
dokumentasi. Kemudian menganalisis, pemetakan, dan penyusunan bahan-
bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu 
penelusuran bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, 
makalah, jurnal, artikel dan essai yang berkaitan dengan mengenai 
perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia. 
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penulis akan mengunakan metode interpretasi yang digunakan dalam 
ilmu hukum dogmatik. Penulis mengunakan interpretasi sistematis yakni 
dengan menafsirkan undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan 









F.  Definisi Konseptual 
1. Perlindungan dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab 
yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, 
melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang disebabkan oleh tindak pidana. 
3. Tindak Pidana Pedofilia merupakan tindak pidana berupa aktifitas-
aktifitas seksual melawan hukum yang dilakukan oleh orang dewasa 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Pertimbangan Hakim 
Kasus Pedofilia yang terjadi di Singaraja Bali diperiksa dan diadili 
dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama di 
Pengadilan Negeri Singaraja Nomor putusan 292/Pid.Sus/2012/PN.SGR 
perkara pidana dengan terdakwa: 
Nama  : Jan Jacobus Vogel Alias Jan Vogel 
Tempat lahir  :Middleburg 
Umur atau tanggal lahir : 57 tahun / 14 Februari 1955 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Tempat tinggal  :Belanda, Bisschopstraat 54, 4353BP 
Seruoskerke Belanda; alamat Lovina taman 
Lillys kamor No. 1 Lovina, Singaraja, 
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. 
Agama   : Protestan 
Pekerjaan   : Tehnisi Bangunan 
Pendidikan   : MTS (Sekolah Teknik Bangunan) 
Terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Jaksa/ 
Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif 
sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No. PDM-290/SINGA/ 11/ 2012 





Perkara. Selanjutnya dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus 
perkara ini yakni sebagai berikut55 : 
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan yakni 
berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan 
barang bukti, telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : 
• Bahwa terdakwa adalah warga negara Belanda yang juga bekerja sebagai 
relawan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dengan nama Steun 
Kinderen Indonesia, yang bergerak dibidang pengentasan kemiskinan/ 
membantu orang-orang/ keluarga miskin yang ada di Indonesia, khususnya 
Kabupaten Singaraja, Propinsi Bali; 
• Bahwa terdakwa datang berkunjung ke Indonesia khususnya ke Bali/ 
Kabupaten Singaraja setahun sekali dan biasa/ sering menginap di Hotel 
Taman Lily’s Lovina; 
• Bahwa terdakwa biasa datang berkunjung ke rumah anak-anak dari keluarga 
kurang mampu/ miskin di daerah Banjar Dinas Enjungsangiang, Desa 
Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk memberikan 
bantuan; 
• Bahwa terdakwa biasa memberikan bantuan kepada anak-anak kurang 
mampu khususnya di Desa Kaliasem berupa perlengkapan sekolah, 
membelikan pakaian dan memberi uang saku pada mereka ; 
• Bahwa terdakwa pernah mengajak anak-anak dari keluarga miskin Desa 
Kaliasem untuk berlibur ke pemandian air panas (hot spring) di Banjar ; 
                                                            





• Bahwa saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi 
Putu Sri Ariyani, saksi Luh Manis Handayani, saksi Kadek Sariasih dan saksi 
Luh Arini masih tergolong anak-anak / berusia dibawah 18 tahun ; 
• Bahwa video rekaman (VCD) yang dibuat oleh I Dewa Ayu Mas Ismayani 
adalah pada tanggal 28 September 2012, sedangkan video rekaman (VCD) 
diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah dibuat pada tanggal 11 
November 2012 ; 
• Bahwa semua saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan Anak Resort 
Buleleng, dimuka persidangan telah mencabut semua keterangan mereka 
dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan sering terjadi 
keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berbeda dengan 
apa yang disampaikan dimuka persidangan, selain daripada itu baik dalam 
Undang-Undang maupun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang 
pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Penyidik, sedangkan pada pasal 163 KUHAP hanya 
memerintahkan kepada Hakim Ketua Sidang agar memperingatkan apabila 
terdapat perbedaan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Penyidik ; bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang 
praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam 
tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan yang dinyatakan dalam 
persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan 





terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itulah yang benar, 
sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan ; 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh 
Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk 
Alternatif atau dakwaan pilihan, yaitu : 
KESATU : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
KEDUA : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 290 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum, 
terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 22 tentang 
Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah : 
1. Unsur Barang Siapa ; 
2. Unsur Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa 
/ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak; 
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan 
unsur– unsur tersebut sebagai berikut : 
Ad. 1. Unsur Barang Siapa 
Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini 





melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu 
Jan Vacobus Vogel alias Vogel diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / 
Penutut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan 
setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera 
dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan 
benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan 
persidangan juga menyatakan benar ; 
Ad. 2. Unsur 2. Unsur Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa / melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan 
dimana terdakwa sebagai anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
asing dengan nama Steun Kinderen Indonesia datang berkunjung ke Indonesia 
yang semestinya membawa misi kemanusiaan yakni membantu keluarga 
miskin yang ada di daerah Bali khususnya Kabupaten Buleleng atas 
pembiayaan/ pendanaan dari luar negeri/ LSM asing, namun dalam 
kenyataannya terdakwa memberikan bantuan kepada anak - anak serta 
keluarga kurang mampu/ miskin adalah mengatas namakan diri pribadi dengan 
tujuan agar terdakwa bisa lebih dekat serta terlihat sebagai orang yang baik 
dimata anak-anak tersebut beserta keluarga dan masyarakat sekitarnya 
sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan 
sebagaimana yang diinginkan yakni membujuk anak-anak, dengan demikian 





terkandung unsur sengaja untuk melakukan tipu muslihat dan membujuk anak, 
oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; 
Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul  
Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur delik inipun juga bersifat 
alternatif, sehingga bilamana terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam rumusan delik ini maka akan terpenuhi pula serangkaian dari 
unsur delik ini ; 
Menimbang, bahwa dimuka persidangan semua saksi – saksi yakni 
saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Luh Manis 
Handayani, saksi Putu Sri Ariani, saksi Ketut Witana, saksi Ketut Taman dan 
Ketut Suwela semuanya telah mencabut keterangan mereka sebagaimana 
termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan alasan apabila 
mereka telah memberikan keterangan dibawah tekanan, dan bagi saksi – saksi 
yang masih anak – anak/ dibawah umur dalam pemeriksaan tidak didampingi 
oleh orang tua mereka dan tidak pula didampingi oleh lembaga pendampingan 
sebagaimana ditentukan oleh undang – undang. Namun Majelis telah 
berpendapat apabila alasan pencabutan keterangan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan oleh saksi – saksi dimuka persidangan tersebut adalah tidak 
beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan, dengan demikian 
maka terhadap keterangan saksi – saksi sebagaimana termuat dalam Berita 
Acara Pemeriksaan dapat dipergunakan sebagai bukti dan petunjuk perkara 
ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tambahan yang 





yang bersesuaian pula dengan video hasil rekaman atas wawancara saksi 
dengan saksi korban Komang Rika Megayanti serta Berita Acara 
Pemerikasaan (BAP) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres 
Buleleng apabila terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 dan 
hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 07.00 Wita datang 
berkunjung dirumah saksi korban Komang Rika Megayanti di Banjar Dinas 
Enjungsangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, 
dengan membawa nasi bungkus/ nasi kuning, selanjutnya terdakwa bersama 
dengan saksi korban dan adiknya Ketut Ayu Widyasari duduk bersama di 
Balai Bengong sambil bercerita apabila dirinya akan kembali pulang ke 
negaranya Belanda ; Bahwa pada saat duduk bersama tersebut terdakwa 
memeluk tubuh saksi Komang Rika Megayanti yang duduk disebelah 
kanannya dengan menggunakan tangan kanan sambil meraba dan meremas 
payudara serta pantat/ pinggul korban meskipun korban pada saat itu menolak 
namun terdakwa tetap melakukan sambil mengatakan “kamu malu ya, kamu 
malu ya”, bahwa selanjutnya terdakwa juga memeluk tubuh Ketut Ayu 
Widyasari yang duduk disebelah kirinya menggunakan tangan kiri sambil 
meraba payudara dan pantat korban ; Bahwa kejadian tersebut dilihat dan 
diketahui oleh nenek (saksi Ketut Taman) dan paman korban (saksi Ketut 
Witana), dimana keduanya sempat menegur kepada korban agar jangan mau 
diperlakukan seperti itu oleh terdakwa ; 
Menimbang, bahwa sehari sebelumnya yakni pada hari Minggu 
tanggal 23 September 2012 sekira jam 17.00 Wita terdakwa datang 





Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan ditempat tersebut 
terdakwa mengobrol bersama dengan anak-anak mengatakan apabila dirinya 
akan pulang kembali ke negaranya Belanda, selanjutnya ketika akan pulang 
terdakwa memeluk tubuh Putu Sri Ariyani dari samping melingkar ke arah 
pinggang sambil memegang payudara dan kemudian mengangkat tubuh 
korban keatas seraya mengajak bercanda layaknya antara orang dewasa 
dengan seorang, setelah itu terdakwa pergi pulang dengan menggunakan 
sepeda motornya ; Bahwa selain Putu Sri Ariyani, terdakwa juga melakukan 
perbuatan tersebut kepada Luh Manis Handayani, Ketut Ayu Widiasari, dan 
Komang Rika Megayanti yakni mencium pipi, memeluk kemudian meremas 
payudara serta pantat/ pinggul korban 
Menimbang, bahwa fakta – fakta tersebut diatas senada dengan 
keterangan saksi ahli Prof. DR.Dr. Luh Ketut Suryani, SpKJ., yang dimuka 
persidangan apabila seorang pedofilia dalam menjalankan aksinya akan 
melakukan pendekatan baik terhadap anak itu sendiri serta keluarga dan 
masyarakat sekitarnya dengan cara memberikan bantuan yang mereka 
perlukan, sehingga pelaku dikenal sebagai orang yang baik dimata anak, 
keluarga serta masyarakat sekitar, selanjutnya baru pelaku akan melaksanakan 
aksinya tersebut ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan 
sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang mencium 
kepala (rambut), memeluk dan meraba serta meremas payudara dan pantat/ 
pinggul saksi –saksi korban adalah merupakan dan termasuk dalam kualifikasi 





tersebut telah melanggar norma kesopanan dan kepatutan sebagaimana yang 
hidup dalam masyarakat, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur 
delik inipun telah terpenuhi dan terbukti pula; 
Menimbang, bahwa alasan pencabutan keterangan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Penyidik oleh saksi – saksi korban dimuka persidangan serta 
melalui surat yang dikirimkan kepada pihak Majelis Hakim adalah karena 
mereka telah memberikan keterangan dibawah tekanan dengan cara kepala 
mereka ditoyor/ didorong oleh Penyidik agar mengakui dan selain daripada itu 
saksi – saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam 
Berita Acara Pemeriksaan;  
Menimbang, bahwa bilamana keterangan saksi tersebut berbeda 
dengan keterangannya dimuka persidangan maka Hakim Ketua Sidang harus 
mengingatkan saksi tentang hal itu serta diminta alasan mengenai perbedaan 
yang ada selanjutnya dicatat dalam Berita Acara persidangan (pasal 163 
KUHAP) ; Bahwa menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, SH., dalam 
bukunya “Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”, perbedaan keterangan 
saksi tersebut harus disertai dengan alasan yang dapat diterima, namun 
bilamana alasan tersebut tidak dapat diterima akal maka perihal pencabutan 
keterangan saksi tersebut haruslah ditolak ; Bahwa pendapat tersebut senada 
pula dengan pendapat dari M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan 
yang menyebutkan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam 
tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan yang dinyatakannya dalam 
persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan 





terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itulah yang benar, 
sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan; 
Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan pidana adalah berdasarkan 
fakta – fakta dan keadaan, alat pembuktian serta petunjuk yang diperoleh serta 
diketemukan dalam persidangan, dan menilai semua keterangan saksi - saksi 
yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah maupun yang tidak 
disumpah dimuka persidangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 
KUHAP ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta dan pertimbangan 
sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa 
terhadap nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum 
terdakwa tersebut tidaklah beralasan sehingga haruslah ditolak ; Menimbang, 
bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 82 Undang-Undang No 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ditolaknya nota pembelaan 
yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis berpendapat bahwa 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam 
dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum ;  
Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 
putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 






• Perbuatan terdakwa dapat merusak mental, menimbulkan trauma sehingga 
mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak – anakke depan; 
Hal-hal yang meringankan : 
• Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; 
• Terdakwa belum pernah dihukum ; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam 
perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ; 
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan - peraturan hukum 
lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Jan Jacobus Vogel alias Vegel  telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN 
PERBUATAN CABUL” 
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa 
Jan Jacobus Vogel alias Vegel  dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juga 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun. 
3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4.menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 





• 1 (satu) buah buku tulis garis dua ; 
• 1 (satu) buah buku gambar ; 
• 1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink ; 
• 1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun motif 
kotak-kotak; 
• 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ; 
Dikembalikan kepada saksi Komang Rika Megayanti ; 
• 1 (satu) potong baju kaos warna merah ; 
• 1 (satu) potong celana pendek kaos motif garis-garis warna 
ungu ; 
Dikembalikan kepada saksi Ketut Ayu Widyasari ; 
• 2 (dua) keping VCD (1 VCD berisi wawancara saksi 
Komang Rika Megayanti dengan Dewa Ayu Ismayani dan 1 VCD 
berisi wawancara Dewa Ayu Ismayani dengan Pak Guru) ; 
• 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut 
Suwela : 1. Komang Rika Megayanti, 2. Ketut Ayu Widia Santi dan 
3. Kadek Budiani (bukti T-I A) 
• 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut 
Sumanata : Luh Manis Handayani (bukti T-I B) ; 
• 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Gede 
Wijana  Kadek Sukreni dan Luh Arini (bukti T-I C) ; 
• 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Nyoman 





• 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut 
Merta Yasa : Kadek Sariasih (bukti T-I E) ; 
• 1 (satu) buah VCD wawancara dengan Kepala Dusun 
Punggang ; 
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; 
 
B. Perlindungan bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Proses 
Peradilan Pidana di Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 
292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR 
Sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai 
kebangsaan dan kemanusiaan. Indonesia memiliki banyak peraturan yang 
secara tegas memberi upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa 
Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, kemudian juga 
perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, 
masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.56 
Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
                                                            





menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.” 
Anak sebagai korban merupakan hal yang wajar, semasih meraka 
lemah dan kurang berpengalaman, mungkin mereka menjadi korban. Mereka 
mudah menjadi korban tidak hanya karena keadaan fisiknya belum tumbuh 
dan berkembang, tetapi juga karena kepribadian mereka belum matang, 
jiwanya labil dan memiliki sifat menentang. Keadaan biologis dan psikologis 
anak belum matang, seringkali dimanfaatkan oleh para penjahat untuk 
membantu melakukan kejahatan.57 Anak sebagai korban kejahatan adalah 
anak yang telah mengalami penderita kerugian bukan hanya berupa fisik saja 
tetapi mental dan sosial akibat dari suatu kejahatan yang menyebabkan 
perlindungan terhadap haknya menjadi terganggu. 
Dalam sistem peradilan pidana semuanya tidak akan berjalan dengan 
baik guna melindungi kepentingan dan hak anak korban sesuai yang 
diberikan oleh peraturan Perundang-undangan tanpa bantuan hakim sebagai 
pemimpin sidang peradilan. Dalam memperoleh keadilan anak korban tindak 
pidana Pedofilia, terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan anak 
korban tindak pidana, hakim perlu memberikan perhatian dalam pengadilan 
seperti berperan aktif memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban 
tindak pidana dan memberikan perbaikan pelayanan yang mementingkan 
kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban tindak kejahatan. 
                                                            





Di kehidupan masyarakat terdapat beberapa kasus yang dalam 
penegakan hukum pidana pada perlindungan terhadap anak korban kurang 
memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap anak korban 
sangat membutuhkan perhatian serius guna melindungi hak-haknya menurut 
ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam proses perlindungan 
anak korban tindak pidana pedofilia, masalah keadilan dalam penegakan 
hukum pidana perlu direalisasikan secara maksimal.  
Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum 
sering kali diwajibkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan 
yang terkesan saling bertentangan, yaitu kepentingan korban yang harus 
dilindungi untuk memulihkan penderitaanya karena telah menjadi korban 
kejahatan dan kepentingan tersangka. Dalam penyelesaian perkara pidana, 
sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka. Sementara hak-
hak korban diabaikan.58 
Dalam peraturan perundang-undang lebih memberikan perlindungan 
hak-hak terhadap tersangka. Ketika pelaku tindak pidana telah dijatuhi sanksi 
pidana oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, kondisi 
perlindungan terhadap korban kejahatan telah dianggap terpenuhi haknya. 
Pada dasarnya korban tindak pidana yang merupakan pihak yang paling 
menderita dalam suatu tindak pidana, namun korban tindak pidana tidak 
mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya sebanyak yang diberikan 
peraturan perundang-undangan seperti hak-hak yang diberikan peraturan 
perundang-undangan kepada pelaku tindak pidana. 
                                                            





Perlindungan korban menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana hanya diatur di tingkat sidang pengadilan saja 
yaitu hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian. Menurut Pasal 98, Pasal 
99 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana  
Pasal 98  
(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam 
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri 
menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang 
atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan 
perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.  
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan 
tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan 
diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 
Pasal 99  
(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara 
gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang 
kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang 
kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya 
yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. 
 (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak 
berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim 
hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang 
telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.  
(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat 
kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan 
hukum tetap.  
Pasal 100  
(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan 
perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya 
berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.  
(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan 
permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan 







Menurut ketentuan tersebut mengatur tentang hak korban untuk dapat 
menuntut ganti rugi digabungkan dengan dakwaan jaksa. Namun 
kelemahannya ganti rugi hanya dinilai secara fisik saja. Secara prosedural 
tuntutan ganti rugi digabung dengan dakwaan jaksa karena korban diwakili 
oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan di persidangan. Oleh 
karena itu permintaan ganti rugi yang diminta oleh korban tergantung pada 
Jaksa Penuntut Umum. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan 
permintaan ganti rugi di persidangan maka korban tidak dapat berbuat apapun. 
Dan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya banding maka 
Korban tidak mendapat apa-apa. 
Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban 
kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik 
perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil 
maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yakni 
memberikan keterangan yakni hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan 
bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya 
kecil.59 
“Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang 
menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.”60 
Terlebih ketika ia menjadi korban tindak pidana kesusilaan, korban akan 
menanggung penderitaan sosial lebih besar dibanding korban pada tindak 
pidana lainnya dalam lingkungan masyarakatnya. Lingkungan masyarakat 
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akan memberikan labelisasi terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang 
memberikan dampak penderitaan psikis pada kejiwaan korban. Penderitaan 
psikis dapat berupa depresi, perasaan kotor pada dirinya serta trauma yang 
mempengaruhi masa depannya. “Bahkan korban dapat menderita ketakutan 
berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan 
kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.”61 
“Peran korban dalam persidangan lebih sebagai korban sebagai pencari 
kebenaranan materiil, yaitu sebagai saksi.”62 Yang dimaksud dengan 
kebenaran materiil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebagai mencari 
kebenaran materiil peran korban sangat besar dalam persidangan. Korban 
sebagai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana 
akan memberikan kesaksian yang memberatkan atau meringankan terdakwa. 
Melihat besarnya peran saksi korban tidak menutup kemungkinan korban anak 
mendapatkan ancaman yang dimungkinkan mengancam keselamatannya. 
Maka sudah selayaknya peraturan perundang-undangan memberikan 
perlindungan khusus pada saksi korban. 
Kepentingan korban sudah wajib diberikan perhatian khusus. Selain 
sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga kedudukan 
sebagai korban sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di 
depan hukum. Perhatian kepada korban dalam menangani perkara pidana 
hendaknya dilakukan atas dasar belaskasihan dan hormat atas martabat 
korban.63 
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Dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak. Anak korban harus 
mendapat perlindungan khusus dari Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan 
dari perlindungan anak yakni: 
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia, dan sejahtera. 
 
Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu64: 
1. terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak 
2. terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan 
3. perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi 
4. terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan 
sejahtera 
 
Pada Undang-Undang Perlindungan Anak hak hak anak yang telah 
diberikan didalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak yakni: 
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 
status kewarganegaraan. 
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 
berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. 
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, 
dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 
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5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 
dan sosial. 
6. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat Anak. Setiap 
Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 
dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau 
pihak lain. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan 
berhak mendapatkan pendidikan khusus. 
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, 
dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 
kecerdasannya demi pengembangan diri. 
9. Setiap anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial. 
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
a. diskriminasi; 
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. penelantaran; 
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. ketidakadilan; dan 
f. perlakuan salah lainnya. 
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam 
hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Anak tetap berhak: 
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 
kedua Orang Tuanya; 
b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang 
Tuanya sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya; 
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan 
d. memperoleh Hak Anak lainnya.” 
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 





c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 
kekerasan; dan 
e. pelibatan dalam peperangan 
f. kejahatan seksual 
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 
16. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa; 
17. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 
18. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan 
anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 
untuk umum. 
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
 
Berdasarkan pemberian hak-hak anak tersebut dalam kaitannya 
perlindungan anak sebagai korban mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
dan Pasal 18. Undang-undang memberikan hak kerahasiaan identitas, hak 
untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Berdasarkan 
Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan bantuan 
lainnya adalah “Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, 
sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”. 
Hak-hak tersebut diberikan kepada anak sebagai anak korban. Namun 
pada kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat, apakah anak mendapatkan 
hak-hak perlindungan bagi anak korban sesuai dengan perlindungan yang 
telah diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu perlindungan bagi anak 





Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR adalah 
sebagai berikut: 
a. Pada Tahap Penyidikan 
1. Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Melakukan Penjemputan 
Anak Korban Guna Kepentingan Penyidikan. 
Pada saat seseorang diduga melakukan tindak pidana, sejak saat yang 
bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim, 
perlindungan hukum yang diberikan tersangka sangat melekat. Ketika dalam 
proses penyidikan tersangka diperkenankan didampingi oleh Penasehat 
hukum. Begitu pula saat tersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi 
oleh jangka waktu tertentu. Bahkan setelah terdakwa terdakwa tersebut 
divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk  mengajukan upaya 
hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Namun kondisi ini 
sanggat berbeda dengan korban. Ketika korban dimintai keterangan dalam 
tingkat penyelidikan, korban, sering dijumpai korban harus datang sendiri 
tanpa memperoleh pengawalan atau pengamanan yang memadai dari aparat 
keamanan.65 
Berdasarkan kesaksian anak korban pada Persidangan di Pengadilan 
Negeri Singaraja bahwa Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
Perlindungan Anak melakukan penjemputan terhadap anak korban yakni 
Komang Rika Megayanti, Ketut Ayu Widiasari, Putu Sri Ariyani, Luh 
Manis Handayani guna kepentingan penyidikan. “Ketika anak korban 
dimintai keterangannya di tingkat penyidikan sering sekali dijumpai korban 
                                                            





harus datang sendiri tanpa mendapatkan pengawalan atau pengamanan yang 
memadai dari aparat keamanan”66. Sehingga hal tersebut dapat 
mengakibatkan keamanan dan keselamatan anak korban tidak terjamin. 
Penjemputan terhadap anak korban tersebut dirasa perlu karena untuk 
melindungi anak korban Pedofilia terhadap potensi terjadinya kekerasan dan 
tekanan fisik, mental maupun sosial dari pelaku tindak pidana Pedofilia yang 
dapat mempengaruhi keterangannya dalam tahap penyidikan sampai 
persidangan. 
Namun apabila anak korban tidak dilakukan penjemputan oleh aparat 
keamanan, maka anak korban berhak untuk mendapatkan penggantian biaya 
transportasi sesuai kebutuhan. Hal ini diatur didalam Pasal 5 ayat 1 huruf m 
Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: “ 
1. Seorang saksi berhak : m. memperoleh penggantian biaya transportasi 
sesuai dengan kebutuhan.” 
2. Anak Korban Diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan Anak 
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dahulunya Unit Ruang 
Pelayanan Khusus (RPK) namun sejak 6 Juli 2007 RPK berubah nama 
menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan 
peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.67 
                                                            
66 Ibid 
67  Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, (online)  http://www.uppabareskrim 





Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas memberikan 
pelayanan dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan 
terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban atau pelaku tindak 
pidana. Berdasarkan peraturan Kapolri No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) 
fungsi PPA adalah penyelenggara pelayanan dan perlindungan hukum, 
penyelenggara dan penyidik tindak pidana, penyelenggara kerja sama dan 
koordinasi dengan instansi terkait.68 
Ruang Lingkup tugas Pokok Unit PPA yaitu melakukan penyidikan 
tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi69: 
a. Perdagangan Orang (Human Trafficking) 
b. Penyelundupan manusia (People Smuggling) 
c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga) 
d. Susila ( perkosaan, pelecehan, cabul) 
e. Vice (perjudian dan prostitusi) 
f. Adopsi illegal 
g. Pornografi dan pornoaksi 
h. Money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas 
i. Masalah perlindungan anak (sebagai korban atau sebagai 
tersangka) 
j. Perlindungan saksi, korban, keluarga dan teman serta. 
k. Kasus kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan 
anak. 
 
Berdasarkan keterangan di persidangan dari pihak penyidik di 
Pengadilan Negeri Singaraja, pemeriksaan pada tahap penyidikan yang 
dilakukan terhadap anak korban dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak. Pihak Penyidik dari Polres Buleleng melakukan pemeriksaan 
terhadap anak korban secara masing- masing. Penyidik Sri Rahayuningsih 








Megayanti, Ni Cening Swantara, SH melakukan pemeriksaan kepada saksi 
korban atas nama Luh Manis, Komang Krismawati melakukan pemeriksaan 
terhadap saksi korban Luh Manis, Komang Krismawati melakukan 
pemeriksaan kepada saksi korban atas nama Kadek Budiani. 
Menurut kesaksian penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 
Polres Buleleng di dalam persidangan, pemeriksaan dilakukan telah sesuai 
dengan prosedur tanya jawab tanpa adanya tekanan atau tanpa adanya 
paksaan seusai pengetikan pemeriksaan saksi diminta untuk membaca dan 
menandatangani berkas Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik. 
Kesaksian tersebut dikuatkan dengan kesaksian Putu Sri Wati selaku 
perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten 
Singaraja yang melakukan pendampingan terhadap anak korban.  
 
3. Penyidikan Dilakukan oleh Polisi Wanita 
Berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana Pedofilia dalam 
melakukan penyidikan, anak korban tentu terdapat perbedaan jika 
dibandingkan dengan pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap korban 
tindak pidana yang sudah dewasa. Perbedaan dalam proses penyidikan ini  
disebabkan anak dianggap masih lemah dan rentan akan gangguan baik 
gangguan fisik maupun psikis. Maka anak korban perlu perlindungan khusus 
jika dibandingkan dengan korban yang telah dewasa. 
Ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU 3 Tahun 1997 jo UU No 11 Tahun 





memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar 
pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik,”  
Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan 
tersebut tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang 
mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan 
yang sejalas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik, mempunyai 
maksud bahwa pada waktu pemeriksaan penyidik harus bersikap sopan dan 
ramah serta tidak menakut nakuti. Tujuannya ialah pemeriksaan berjalan 
lancar karena seorang anak merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, 
akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan dengan benar dan sejelas-
jelasnya.70 
Di dalam pasal tersebut hanya mengatur bagaimana pendekatan yang 
digunakan penyidik ketika memeriksa tersangka, Hal itu menunjukan bahwa 
hak pelaku tindak pidana lebih dilindungi oleh Undang-Undang daripada 
perlindungan terhadap anak korban pada tahap penyidikan. Namun ketika 
melakukan pemeriksaan kepada anak korban penyidik harus melakukan 
pendekatan tersebut kepada anak korban pula. Walaupun tidak ada aturan 
mengenai pendekatan yang digunakan penyidik untuk memeriksa anak 
korban maka pendekatan yang digunakan mengacu pada Pasal 3 huruf a dan 
huruf e Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak yaitu ; 
Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: 
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 
kebutuhan sesuai umurnya; 
                                                            





e.  Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain 
yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan 
martabatnya. 
 
Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan 
atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama Pekerja 
Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan tenaga ahli lainnya, 
dalam pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib 
meminta laporan sosial dari Pekerja Profesional atau Tenaga Kesejahteraan 
Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan kepada Bapas kepada Penyidik 
dalam waktu paling lama  3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) setelah 
permintaan permintaan penyidikan diterima.71 
Dalam penyidikan anak korban tindak pidana Pedofilia tersebut 
dilaksanakan oleh polisi wanita. Saat memberikan keterangan pada tahap 
Penyidikan dimaksudkan agar Polisi wanita memiliki rasa empati maupun 
rasa simpati lebih terhadap anak korban Pedofilia. Polisi wanita dianggap 
lebih memahami penderitaan yang telah dialami oleh anak korban terlebih 
dalam tindak pidana kesusilaan seperti tindak pidana Pedofilia. Selain itu 
dimaksudkan agar anak korban dapat secara bebas untuk memberikan 
keterangan mengenai pelecehan seksual yang dialaminya tanpa ada rasa 
malu dan takut. Sehingga anak korban memberikan keterangan layaknya ibu 
berbicara kepada anaknya. 
                                                            





Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak syarat untuk menjadi 
penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut : 
a. Telah berpengalaman menjadi penyidik 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah anak 
c. Penyidik telah mengikuti pelatihan khusus tentang peradilan 
anak, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah 
diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kemampuan para 
personil UPPA. 
Pelatihan khusus kepada penyidik sebelum menjadi penyidik anak di 
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelatihan khusus tersebut 
meningkatkan kemampuan para personil Unit Perlindungan Perempuan dan 
Anak dalam menangani perempuan dan anak yang menjadi korban maupun 
yang menjadi pelaku tindak pidana secara profesional dan mampu 
melaksanakan kerjasama International dalam rangka penegakan hukum 
terhadap tindak pidana yang berskala international maupun lintas Negara. 
Pelatihan khusus tersebut merupakan bekal bagi penyidik anak agar dapat 
melaksanakan penyidikan terhadap anak korban tindak pidana Pedofilia 
sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. 
 
4. Pada Tahap Penyidikan Anak Korban Didampingi oleh Orang Tua 
Keluarga merupakan pelindung utama bagi keselamatan dan 
kesejahteraan anak. Maka orang tua memiliki peran yang penting terhadap 
perlindungan anak. Orang tua berperan dalam mengawasi anak agar hak-hak 





31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban menjelaskan 
pengertian keluarga: 
Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai 
derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau 
orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. 
Pengertian keluarga dan orang tua berdasarkan Pasal 1 ayat  3 dan 4 
Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:  
(3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 
atas suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan 
anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 
(4) Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah 
dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 
 
Dalam terjadinya tindak pidana anak sering diposisikan sebagai 
korban oleh para pelaku tindak pidana karena posisi anak yang lemah dan 
masih membutuhkan perlindungan dari keluarga khususnya oleh orang tua. 
Mengingat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak, Orang tua memiliki kewajiban dan 
tanggungjawab sebagai berikut: 
Pasal 26 
(1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya; 
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 
d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai 
budipekerti pada Anak.  
 
Maka peran orang tua sangat diperlukan dalam memberikan 





peradilan. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar orang tua dapat 
memastikan agar hak anak yang telah diberikan oleh Undang-undang 
terhadap anak tidak dilanggar. Dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang 
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Dalam setiap 
tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh 
orang tua dan / atau orang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak 
Saksi, atau Pekerja Sosial”. 
Perlunya pendampingan orang tua terhadap anak pada proses 
penyidikan bertujuan agar menumbuhkan rasa aman dan terlindungi 
terhadap anak korban mengingat orang tua sebagai pelindung utama 
baginya. Karena dimungkinkan dalam dalam proses hukum yang 
berlangsung anak korban menderita depresi dan rasa takut sehingga dapat 
mempengaruhi keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan. 
5. Didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan 
Perlunya peran Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan dalam 
perlindungan anak korban Pedofilia untuk mengawasi terpenuhinya hak-hak 
anak dalam proses peradilan. Komisi perlindungan anak dan perempuan 
memiliki kewajiban untuk mendampingi anak korban pada setiap proses 
hukum. Pada tahap penyidikan Penyidik wajib meminta Komisi 
Perlindungan Anak dan Perempuan untuk mendampingi anak korban saat 
memberikan keterangan. Tindakan penyidik sangat tepat karena korban 
tergolong anak-anak dalam perkara Pedofilia. 
Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Singaraja 





Megayanti dalam perkara tindak pidana pedofilia. Perlunya pendampingan 
Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Singaraja terhadap 
anak korban pedofilia bertujuan agar anak tidak merasa takut, tertekan dan 
depresi dalam setiap tahap pemeriksaan khususnya pada tahap penyidikan. 
Sehingga anak korban pedofila merasa aman dan tidak tertekan terhadap 
proses hukum yang sedang dijalani. Maka anak dapat memberi keterangan 
dengan jelas dan benar tanpa adanya tekanan. Selain itu Komisi 
Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Singaraja memastikan agar 
proses penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang sesuai dengan hakikat perlindungan terhadap martabat anak. 
6. Didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 
Dalam mewujudkan perlindungan anak dibutuhkan keikutsertaan 
masyarakat guna berperan dalam perlindungan anak. Peran serta masyarakat 
tersebut mengawasi bahwa terpenuhinnya hak-hak anak dan kesejahteraan 
anak. Pada Pasal 72 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak: 
Pasal 72 
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik 
secara perseorangan maupun kelompok. 
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, 
lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, 
lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa. 
(3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan cara: 
a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi 
mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang 
Anak; 






c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran 
Hak Anak; 
d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial 
bagi Anak; 
e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; 
f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana 
kondusif untuk tumbuh kembang Anak; 
g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif 
terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; 
dan 
h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan 
menyampaikan pendapat. 
(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan 
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 
masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan 
Anak. 
 
 Bantuan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan 
Sahabat Anak Bali yang bergerak pada perlindungan anak khususnya di 
daerah Bali yang turut memberikan pendampingan anak korban pedofilia 
guna terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Peran Yayasan 
Sahabat Anak Bali yang bergerak pada Perlindungan anak dalam 
penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara melaporkan 
kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak dan melakukan 
pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
Perlunya pendampingan terhadap anak korban pedofilia bertujuan 
agar anak tidak merasa takut, tertekan dan depresi dalam setiap tahap 
pemeriksaan khususnya pada tahap penyidikan. Sehingga anak korban 





sedang dijalani. Maka anak dapat memberi keterangan dengan jelas dan 
benar tanpa adanya tekanan. 
b. Pada Tahap Persidangan 
1. Anak Saksi tidak disumpah 
Pengertian saksi menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri. 
 
Kemudian pengertian saksi menurut Pasal 1 ayat 1  Undang-undang 
No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban: 
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di persidangan pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang ia dengar sendiri dan/atau ia alami sendiri. 
 
Didalam ketentuan pada Pasal 171 huruf a Undang-Undang No 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni “Yang boleh diperiksa 
untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum 
cukup lima belas tahun dan belum kawin.” 
Namun berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 7 Undang-Undang No 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni: 
Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu 
dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang 







Pada tahap persidangan anak korban dapat dihadirkan sebagai saksi 
untuk memberikan keterangannya tanpa disumpah. Namun ketentuan Pasal 
185 ayat 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
menyatakan bahwa keterangan anak korban sebagai saksi tanpa disumpah 
harus sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, sehingga dapat 
dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya. Namun apabila 
kesaksian anak korban pada persidangan tidak sesuai dengan keterangan 
saksi yang disumpah, kesaksian anak saksi tersebut bukanlah merupakan alat 
bukti yang sah. Pada ketentuan di dalam Pasal ini, anak dianggap belum 
cukup umur untuk memahami akibat hukum dari suatu perbuatan hukum. 
Padahal pada ketentuan Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. 
 
Posisi anak dalam hal ini adalah sebagai korban tindak pidana 
Pedofilia, maka anak memberi keterangan dari tindak pidana yang ia lihat 
dan alami sendiri pada tahap persidangan. Namun bagaimana apabila anak 
korban merupakan satu satunya saksi dalam suatu perbuatan tindak pidana, 
jika berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 7 Undang-Undang No 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana kesaksian anak korban bukanlah alat 
bukti yang sah karena tidak ada keterangan saksi lain yang telah disumpah. 
Tentu ketentuan di dalam Pasal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan 
bagi anak korban. Untuk itu kemudian dillihat pada ketentuan Pasal 12 





Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on 
the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak): 
(1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu 
membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan 
pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah 
yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi 
bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si 
anak. 
(2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan 
untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan 
pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik 
secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang 
tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan 
prosedur hukum nasional. 
Menurut Konvensi Hak Anak, anak dianggap telah mampu 
membentuk pendapatnya sendiri dan memiliki kebebasan untuk 
berpendapat. Oleh karenanya anak memiliki hak untuk didengar 
pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif. 
Sehingga sesuai dengan prinsip prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak 
yakni penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam Penjelasan atas Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 “Asas penghargaan terbaik bagi pendapat anak 
adalah menghormati hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan 
pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal 
yang mempengaruhi kehidupannya”. 
Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: 
Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada 
a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
b. rasa aman 
c. rasa keadilan 
d. tidak diskriminatif, dan 






Maka dalam kaitannya saksi anak tidak disumpah dalam persidangan 
adalah untuk melakukan perlindungan pada anak korban sebagai saksi. 
Karena alasan fisik dan mental anak yang belum matang dan dewasa. 
Perlindungan tersebut diberikan untuk melindungi hak-hak anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya menyangkut hal-hal yang 
mempengaruhi kehidupannya. Sehingga tujuan dari saksi anak tidak 
disumpah adalah agar anak tidak takut dan tidak merasa tertekan untuk 
memberikan keterangannya di dalam persidangan, mengingat perlindungan 
saksi dan korban berasaskan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 
rasa aman, rasa keadilan, tidak diskrimatif dan kepastian hukum.  
 
2. Penderitaan yang Dialami oleh Anak Korban sebagai Dasar yang 
Memberatkan bagi Pertimbangan Hakim 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia.” 
Maka hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami 
hukum yang menjalankan tugas luhurnya yaitu menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya 





seberapa besar penderitaan yang dialami oleh korban pada terjadinya tindak 
pidana.72  
Maka jika dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali 
Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR, sudah tepat kiranya Majelis Hakim 
menimbang sebelum menjatuhkan putusan bahwa hal-hal yang 
memberatkan adalah “Perbuatan terdakwa dapat merusak mental, 
menimbulkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa 
depan anak-anak kedepan.”73 
3. Majelis Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap 
Terdakwa Tindak Pidana Pedofilia 
Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam 
persidangan majelis hakim telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 15 
April 2013.  Putusan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka oleh umum 
pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh Ketua Majelis dan didampingi 
oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan 
dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta 
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.  
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim memutuskan 
terdakwa pelaku tindak pidana Pedofilia dikenakan ketentuan Pasal 82 
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni: 
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Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
 
Unsur-Unsur dari Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak adalah: 
1. Barang Siapa 
2. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. 
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Pada unsur “barang siapa” mengacu kepada subyek hukum. Subyek 
hukum terdapat dua macam yakni : a. manusia; b. badan hukum. Barang 
siapa dalam kasus ini dimaksudkan adalah subyek hukum orang.  
“Subyek Hukum adalah setiap manusia baik warga negara maupun 
orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah 
subyek hukum”74. Maka unsur barang siapa dimaksudkan kepada manusia 
atau orang yang melakukan tindak pidana Pedofilia yakni terdakwa Jan 
Jacobus Vogel alias Vegel. Maka unsur ini terpenuhi. 
Unsur yang kedua adalah Sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak. Pada ketentuan tersebut mengandung 
                                                            





unsur alternatif yakni jika salah satu ketentuannya terpenuhi maka unsurnya 
sudah dianggap memenuhi. 
Berdasarkan keterangan anak korban pada Surat Dakwaan Penuntut 
Umum yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik 
bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita 
terdakwa membawa sabun, shampoo, odol, minyak wangi dan handbody 
terus diberikan kepada saksi korban Komang Rika Megayanti dan saksi 
Ketut Ayu Widyasari. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 
2012 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi Komang 
Rika Megayanti membawa nasi kuning diberikan kepada keluarga saksi 
Komang Rika Megayanti. Sehingga terdakwa dengan mudah dapat 
melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yaitu saksi Komang Rika 
Megayanti, saksi Ketut Ayu Widyasari, saksi Putu Sri Ariyani dan saksi Luh 
Manis Andayani karena sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah 
kenal baik dan sudah sering terdakwa memberikan Nasi kuning, sabun, 
sayur-sayuran, alat tulis, buku, kadang-kadang saksi korban ada yang 
dibelikan sepatu, saksi korban sering diberikan uang bekal sebesar Rp. 
5.000,- ada sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- . Terdakwa 
pernah membawakan makanan roti dan minuman, disamping itu terdakwa 
juga pernah memaksa saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu 
Widyasari dilarang berangkat sekolah dan tidak diberi tas sebelum dapat 
meraba pantat dan meremas payudara saksi Ketut Ayu Widyasari. 
Sedangkan berdasarkan keterangan anak korban sebagai saksi dalam 





diberi uang dan alat tulis oleh terdakwa yang dikatakan untuk bekal sekolah 
dan besarnya antara Rp. 10.000,00 – Rp. 50.000,00.75 
Pemberian terdakwa terhadap beberapa anak korban dimaksudkan 
agar keluarga anak korban maupun anak korban memberi penilaian baik dan 
menumbuhkan rasa percaya kepada terdakwa. Sehingga hal tersebut dapat 
memudahkan untuk membujuk anak untuk bersedia melakukan apa yang 
diminta oleh terdakwa. 
Berdasarkan Bahwa saksi Komang Rika Megayanti umurnya 14 
tahun (tgl. Lahir 29 Nopember 1998 sesuai Surat Keterangan lahir No. 
494/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut 
Widana, A.Ma.Pd). Saksi Ketut Ayu Widiasari umurnya 10 tahun (tanggal 
lahir 14 Oktober 2002 sesuai Surat Keterangan lahir No. 495/X/Kal/2012 
tanggal 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, 
A.Ma.Pd), saksi Putu Sri Ariani umurnya 12 tahun (tanggal lahir 12 
Desember 2000 sesuai Surat Keterangan lahir No. 492/X/Kal/2012 tanggal 8 
Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd), saksi 
Luh Manis Handayani umurnya 11 tahun (tanggal lahir 21 Januari 2001 
sesuai Surat Keterangan lahir No. 491/X/Kal/2012 tanggal 8 Oktober 2012 
dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd).76 
Kemudian dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dapat disimpulkan bahwa 
                                                            






korban dikategorikan masih tergolong anak. Sehingga unsur membujuk anak 
telah terpenuhi. Di dalam pasal ini bersifat alternatif apabila salah satu 
terpenuhi maka unsurnya telah terpenuhi. 
Unsur yang ketiga adalah untuk melakukan atau membiarkan cabul. 
Berdasarkan keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut 
Umum yakni saksi I Dewa Ayu Mas Ismayati yang bersesuaian pula dengan 
video hasil rekaman atas wawancara saksi dengan saksi korban Komang 
Rika Megayanti serta Berita Acara Pemerikasaan (BAP) Penyidik Unit PPA 
Polres Buleleng apabila terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 
2012 dan hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 07.00 Wita 
datang berkunjung dirumah saksi korban Komang Rika Megayanti di Banjar 
Dinas Enjungsangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten 
Buleleng. Dengan membawa nasi bungkus/ nasi kuning, selanjutnya 
terdakwa bersama dengan saksi korban dan adiknya Ketut Ayu Widyasari 
duduk bersama di Balai Bengong sambil bercerita apabila dirinya akan 
kembali pulang ke negaranya Belanda. Pada saat duduk bersama tersebut 
terdakwa memeluk tubuh saksi Komang Rika Megayanti yang duduk 
disebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan sambil meraba dan 
meremas payudara serta pantat/ pinggul korban meskipun korban pada saat 
itu menolak namun terdakwa tetap melakukan sambil mengatakan “kamu 
malu ya, kamu malu ya”, bahwa selanjutnya terdakwa juga memeluk tubuh 
Ketut Ayu Widyasari yang duduk disebelah kirinya menggunakan tangan 
kiri sambil meraba payudara dan pantat korban. Bahwa kejadian tersebut 





(saksi Ketut Witana), dimana keduanya sempat menegur kepada korban agar 
jangan mau diperlakukan seperti itu oleh terdakwa. Bahwa sehari 
sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira jam 
17.00 Wita terdakwa datang berkunjung kerumah Kadek Sariasih di Banjar 
Dinas Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, 
dan ditempat tersebut terdakwa mengobrol bersama dengan anak-anak 
mengatakan apabila dirinya akan pulang kembali ke negaranya Belanda, 
selanjutnya ketika akan pulang terdakwa memeluk tubuh Putu Sri Ariyani 
dari samping melingkar ke arah pinggang sambil memegang payudara dan 
kemudian mengangkat tubuh korban keatas seraya mengajak bercanda 
layaknya antara orang dewasa dengan seorang, setelah itu terdakwa pergi 
pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Bahwa selain Putu Sri 
Ariyani, terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut kepada Luh Manis 
Handayani, Ketut Ayu Widiasari, dan Komang Rika Megayanti yakni 
mencium pipi, memeluk kemudian meremas payudara serta pantat/ pinggul 
korban.77 Sehingga unsur ketiga terpenuhi.  
Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut tepat apabila Majelis Hakim 
memutuskan terdakwa pelaku tindak pidana Pedofilia dikenakan ketentuan 
Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 60.000.000,00. Putusan 
tersebut dirasa memberi rasa keadilan kepada anak korban. Bahwa sudah 
seharusnya hakim bersikap aktif untuk menggali kebenaran materiil 







Berita Acara Pemeriksaan. Dalam keterangannya di persidangan saksi anak 
tidak membenarkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul 
terhadapnya. 
Mengingat bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut diputus pada 
tanggal 23 April 2013 maka Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak belum 
diundangkan, sehingga dirasa tepat jika Majelis Hakim menjatuhkan 
Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
 
C. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia pada Putusan 
Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR 
Menurut Harapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak  
Perlindungan khusus terhadap anak merupakan tanggung jawab dari 
Pemerintah, Pemerintah daerah dan lembaga negara. Bentuk perlindungan 
khusus harus diterima oleh Anak yang berada dalam situasi dan kondisi 
tertentu dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh 
kembangnya untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap anak. Menurut 
Pasal 59  Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak yang wajib memperoleh 







(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
Perlindungan Khusus kepada Anak. 
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada: 
a. Anak dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dan kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya; 
f. Anak yang menjadi korban pornografi; 
g. Anak dengan HIV/AIDS; 
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 
j. Anak korban kejahatan seksual; 
k. Anak korban jaringan terorisme;www.hukumonline.com 
l. Anak Penyandang Disabilitas; 
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 
dengan kondisi Orang Tuanya 
Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 huruf j, koban anak tindak pidana 
pedofilia dapat dikategorikan sebagai anak korban kejahatan seksual. Anak 
korban pedofilia wajib mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya. Perlindungan khusus 
tersebut dijelaskan pada Pasal 69A Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yakni: 
Pasal 69A 
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan 
melalui upaya: 
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai 
kesusilaan; 
b. rehabilitasi sosial;ww.hukumonline.com 






d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 
Pemenuhan Perlindungan pada kasus Pedofilia di Singaraja Bali 
dengan No Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ 
Pid.Sus/2012/PN.SGR sebagai berikut: 
a. Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai 
kesusilaan 
Edukasi yang pertama mengenai kesehatan reproduksi terhadap anak. 
Edukasi tentang kesehatan reproduksi sangat penting guna memberi 
perlindungan kepada anak. Pentingnya edukasi mengenai kesehatan 
reproduksi tersebut agar anak dapat melindungi diri terhadap tindakan 
pelecehan seksual. Namun pada kondisi masyarakat kita membicarakan 
mengenai reproduksi dianggap tabu sehingga pemberian edukasi tentang 
kesehatan Reproduksi hanya diberikan oleh pihak yang terdekat oleh anak 
yakni keluarga dan orang tua saja. 
Hal ini ditemukan pada survey baseline Puska Gender dan Seksualitas 
FISIP UI (2012) mengenai kesehatan reproduksi dan seksual di delapan kota 
yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Kulon Progo, Jombang, Banyuwangi, 
Pontianak dan Bandar Lampung yang melibatkan 918 responden siswa dan 
128 responden guru dari 23 SLTA. Hanya sebesar 33% siswanya yang orang 





lanjut, ternyata sebanyak 57,7 % siswa menyebutkan mereka pertama kali 
informasi tentang kesehatan reproduksi dari sekolah.78 
Cara terbaik memberikan pendidikan reproduksi pada anak sesuai 
dengan tahapan umurnya dan cara memberikan pendidikan seks sesuai dengan 
tingkat usia anak79: 
a. Balita (usia 1 – 5 tahun) 
Pada usia ini, orang tua dapat mulai bisa menanamkan 
pendidikan seks terhadap anaknya, yaitu dengan 
memperkenalkan kepada anak mengenai organ-organ seks milik 
anak secara singkat. Selain itu orang tua menegaskan kepada 
anak bahwa organ seks tersebut tidak boleh dipertontonkan 
sembarangan dan orang tua hendaknya menerangkan juga jika 
ada yang menyentuhnya maka anak harus melaporkan kepada 
orang tua. Dengan hal tersebut anak terhindari dari kasus 
pelecehan seksual. 
b. Usia 3 -10 tahun 
Pada usia ini anak mulai aktif bertanya tentang seks. Misalnya 
anak akan bertanya dari mana manusia berasal. Atau pertanyaan 
yang umum seperti bagaimana asal usul bayi. Maka orang tua 
hendaknya menjelaskan secara singkat dan efektif kepada anak. 
Misalnya anak bertanya darimana bayi berasal maka orang tua 
dapat menunjukan seorang ibu yang sedang hamil dan 
menunjukan  lokasi bayi tersebut di dalam perut ibu tersebut. 
 
Edukasi mengenai kesehatan reproduksi sangat penting guna 
perlindungan anak. Anak harus memiliki pengetahuan mengenai kesehatan 
repoduksi agar dapat menjaga moral mengenai kesehatan reproduksi dan dapat 
terlindungi dari segala bentuk pelecehan seksual. 
Edukasi yang kedua adalah mengenai nilai agama. Nilai agama 
merupakan norma yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, berisi apa yang 
diaturan dan dilarangan. Bagi yang melakukan larangan maka akan 
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memperoleh saksi dari Tuhan yang Maha Esa berupa dosa dan siksaan di 
Neraka. “Nilai agama bertujuan untuk mencapai kehidupan yang beriman. 
Kaedah keagamaan ini bertujuan untuk menyempurnakan manusia dan 
melarang manusia untuk berbuat jahat. Kaedah ini hanya ditujukan kepada 
sikap batin manusia sesuai dengan isi dan kaedah tersebut.”80 Dalam 
kaitannya perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia, nilai agama 
membantu anak korban lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa 
guna meneruskan kehidupannya kembali dan menciptakan rasa damai dalam 
hatinya untuk membantu memulihkan kondisi psikologinya dengan 
mendekatkan diri dengan Tuhan. 
Nilai yang ketiga adalah nilai kesusilaan. Sumber dari kaedah  
kesusilaan adalah dari manusia itu sendiri, oleh karena bersifat otonom dan 
tidak ditujukan kepada sikap batin manusia itu tersebut. Batin sendirilah yang 
mengancam perbuatan yang melanggar kaedah kesusilaan dengan saksi misal 
penyesalan dan siksaan  batin.81 Nilai kesusilaan dalam perlindungan anak 
sebagai korban tindak pidana Pedofilia dapat membuat agar anak hidup 
dengan akhlak yang bersih. Nilai kesusilaan anak menuntun anak agar anak 
memiliki hati nurani yang bersih dan baik.  
Mengingat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR tersebut diputus pada 
tanggal 23 April 2013 maka Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak belum diundangkan, sehingga belum terdapat aturan 
mengenai perlindungan khusus berupa Edukasi tentang Kesehatan 
                                                            






Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai kesusilaan. Karena Putusan hukum yang 
dahulu belum terdapat Undang-Undang yang mewajibkan maka formulasi 
yang disesuaikan. 
b. Rehabilitasi Sosial 
Terjadinya suatu tindak pidana Pedofilia, pihak korban adalah pihak 
yang mengalami paling banyak kerugian psikis, fisik dan sosial. Kerugian 
psikis merupakan penderitaan secara kejiwaan atau trauma psikis misalnya 
stress pasca traumatik. Sedangkan kerugian fisik yang dialami korban dapat 
berupa penderitaan pada tubuh yang berwujud seperti luka memar, luka gores 
dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian sosial adalah kerugian yang dialami 
oleh korban karena labelisasi dari masyarakat sekitar terhadap korban 
Pedofilia. 
Terlebih dalam tindak pidana Pedofilia korban yang mengalami 
kerugian adalah anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan dari 
orang dewasa. Pada anak korban, kondisi jiwa dan mentalnya masih belum 
matang sehingga anak korban lebih besar mengalami stress, kecemasan, 
deperesi dan gangguan jiwa. Oleh karena itu maka perlindungan khusus pada 
anak korban sangat dibutuhkan.  
Menurut Pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah 
memiliki kewajiban khusus terhadap perlindungan anak. Perlindungan 
tersebut dengan pengambilan semua langkah yang tepat untuk meningkatkan 
penyembuhan fisik dan psikologi seorang anak yang menjadi korban. Pada 





Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 juga 
menyatakan bahwa: 
Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat 
untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologi dan integrasi 
kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk 
penelantaran apapun, eksploitasi atau penyalahgunaan, 
penganiayaan atau bentuk perlakukan kejam yang lain apapun, tidak 
manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik 
bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus 
berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, 
harga diri dan martabat si anak. 
Langkah Pemerintah tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan 
dalam Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak yakni: 
Pasal 3 
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama 
berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan. 
Pasal 8 
Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 
anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis 
kelamin, agama, pendirian, politik, dan kedudukan sosial. 
Pasal 11 
(1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, 
pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 
(2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau 
masyarakat. 
(3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan 
atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun luar Panti. 
(4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan 
pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh 
masyarakat. 
(5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam 
ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Usaha perlindungan khusus yang diberikan oleh Pemerintah kepada 
anak korban bertujuan untuk terjaminnya kesejahteraan anak. Usaha 





Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak diupayakan upaya rehabilitasi 
sosial. Yang dimaksud Rehabilitasi adalah proses pemulihan dengan 
memberikan layanan kesehatan baik fisik maupun psikis kepada anak korban. 
Dengan adanya upaya rehabilitasi, anak korban dapat memulihkan kondisi 
anak korban kembali seperti keadaan normal. 
Menurut Pasal 28 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan menjelaskan: 
(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan 
pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan 
biaya ditanggung oleh Negara, 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 
pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan 
yang dimiliki 
 
Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ 
Pid.Sus/2012/PN.SGR tidak terdapat putusan hakim yang memberikan upaya 
rehabilitasi sosial kepada anak korban. Padahal jelas pada dasar pertimbangan 
hakim bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang dicantumkan pada 
Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR 
adalah “Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, menimbulkan trauma 
sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak-anak 
kedepan.”82 
Mengingat putusan hakim dianggap sebagai salah satu sumber hukum 
formal serta “putusan hakim mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan 
sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap”83. Namun Putusan 
Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR 
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dianggap tidak mencerimkan rasa keadilan pada anak korban karena tidak 
memberikan upaya perlindungan berupa upaya Rehabilitasi kepada anak 
korban. Padahal dampak negatif dari tindak Pedofilia terhadap anak akan terus 
berkelanjutan sampai anak korban beranjak tumbuh dewasa. Kerugian psikis 
yang dialami korban berupa stress, kecemasan, deperesi dan gangguan jiwa 
akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.  
 
c. .Pendampingan Psikososial pada Saat Pengobatan sampai Pemulihan. 
Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental dan 
emosialnya. Istilah psikososial melibatkan psikologi dan sosial. Contohnya 
hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang terhadap bagaimana cara 
ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya.84 
Perkembangan Psikososial merupakan tahap perkembangan yang 
dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultur. Erikson menemukan bahwa pada 
tahap tahap kehidupan setiap individu terdapat tugas-tugas perkembangan 
penting yang diperlu diselesaikan dengan baik.85  
“Aspek Penting dalam perkembangan psikososial yang terjadi pada 
masa awal anak-anak, diantaranya permainan, hubungan dengan orang tua, 
teman sebaya, perkembangan gender dan moral.”86 Dalam kaitannya 
perlindungan terhadap anak korban tindak pidana Pedofilia, anak akan 
mengalami trauma yang disebabkan suatu tindak pidana. Rasa trauma tersebut 
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akan mengganggu hubungan anak dengan lingkungan sosialnya. Anak akan 
cenderung lebih tidak percaya diri ketika berinteraksi dengan masyarakat. 
Oleh karena itu maka anak korban butuh pendampingan psikososial pada saat 
pengobatan sampai pemulihan. Perlindungan khusus ini dimaksudkan agar 
anak korban lebih cepat pemulihan dan kembali percaya diri ketika 
berinteraksi dengan msyarakat. 
Mengingat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR tersebut diputus pada 
tanggal 23 April 2013 maka Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak belum 
diundangkan, sehingga belum terdapat aturan mengenai perlindungan khusus 
berupa pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. 
Karena Putusan hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang 
mewajibkan maka formulasi yang disesuaikan. 
 
d. Pemberian Perlindungan dan Pendampingan pada Setiap Tingkat 
Pemeriksaan Mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Sampai dengan 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 
Anak Korban berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan baik 
fisik, mental maupun sosial. Perlindungan bagi anak korban dimaksudkan 
untuk melindunginya dari berbagai ancaman baik ancaman fisik maupun 
psikis. Pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, anak korban 
diposisikan sebagai anak saksi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 





Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 
Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan 
tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau 
dialaminya sendiri. 
 
Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum saksi Komang 
Rika Megayanti umurnya 14 tahun (tgl. Lahir 29 Nopember 1998 sesuai Surat 
Keterangan lahir No. 494/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh 
Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd). saksi Ketut Ayu Widiasari 
umurnya 10 tahun (tgl lahir 14 Oktober 2002 sesuai Surat Keterangan lahir 
No. 495/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut 
Widana, A.Ma.Pd), saksi Putu Sri Ariani umurnya 12 tahun (tgl lahir 12 
Desember 2000 sesuai Surat Keterangan lahir No. 492/X/Kal/2012 tgl. 8 
Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd), saksi 
Luh Manis Handayani umurnya 11 tahun (tgl lahir 21 Januari 2001 sesuai 
Surat Keterangan lahir No. 491/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh 
Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd).87 Maka saksi tersebut dapat 
digolongkan sebagai saksi anak karena belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun. Jika dilihat dari Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana anak korban yakni Komang Rika Megayanti, 
Ketut Ayu Widiasari, Putu Sri Ariani, Luh Manis Handayani dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana 
Pedofilia  yang dialaminya sendiri. 
                                                            





Dalam upaya perlindungan anak, anak saksi memperoleh perlindungan 
keselamatan berupa fisik, psikis dan sosial. Hal tersebut karena anak saksi 
dimungkinkan akan mendapatkan ancaman dari Terdakwa. Menurut ketentuan 
Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang  No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban pengertian ancaman merupakan: 
Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan 
akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan 
saksi dan/korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian 
kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. 
 
Pada saat anak saksi memberikan keterangannya baik dalam tahap 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dimungkinkan ia 
mendapat tekanan dari pelaku tindak pidana Pedofilia. Tekanan dapat 
berwujud ancaman fisik dan ancaman psikis. Ancaman tersebut 
menyebabkan rasa takut karena dapat membahayakan keselamatan baik fisik 
dan psikis anak. Selain itu ancaman pada anak saksi dapat berakibat 
berubahnya keterangan anak saksi yang diberikan pada tahap penyidikan, 
penuntutan dan persidangan menjadi tidak memberatkan pelaku tindak 
pidana. Diperlukan perlindungan khusus terhadap anak saksi guna 
melindungi keselamatannya baik fisik, mental, maupun sosial. Sehingga 
pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, 
penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sangat 
diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang telah 
diberikan Undang-Undang terpenuhi dengan baik. 
Menurut Pasal 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang 





memberikan rasa aman kepada Saksi dan /Korban dalam memberikan 
keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”  
Saksi dan korban memiliki hak-hak menyangkut perlindungan 
terhadap keselamatannya. Pada Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 
tentang Perubahan 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
terdapat hak-hak Korban terkait perlindungan dan hak saksi dan korban. 
(1) Seorang Saksi dan Korban berhak: 
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan 
harta benda bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan; 
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 
c. memberikan keterangan tanpa tekanan. 
 
Berdasarkan kesaksian anak korban pada Persidangan di Pengadilan 
Negeri Singaraja bahwa Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
Perlindungan Anak melakukan penjemputan terhadap anak korban yakni 
Komang Rika Megayanti, Ketut Ayu Widiasari, Putu Sri Ariyani, Luh Manis 
Handayani guna kepentingan penyidikan. “Ketika anak korban dimintai 
keterangannya di tingkat penyidikan sering sekali dijumpai korban harus 
datang sendiri tanpa mendapatkan pengawalan atau pengamanan yang 
mamadai dari aparat keamanan”88. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan 
keamanan dan keselamatan anak korban tidak terjamin. Perlindungan yang 
diberikan aparat kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan 
Anak “Sahabat Bali” sudah tepat mengingat keselamatan anak korban dapat 
terancam. Selain perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat 
Perlindungan Anak “Sahabat Bali”, perlindungan juga diberikan oleh Putu Sri 
                                                            





Wati, SE. MM selaku Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten 
Singaraja pada setiap tahap pemeriksaan anak korban tindak pidana pedofilia 
guna melindungi hak-hak anak korban termasuk melindungi agar identitas hak 
anak sebagai korban dirahasiakan. Mengingat penderitaan yang dialami anak 
korban dalam tindak pidana pedofilia tidak hanya kerugian fisik saja namun 
anak korban juga mengalami penderitaan psikis. Kerugian psikis yang dialami 
adalah berupa labelisasi masyarakat terhadap anak korban. Labelisasi yang 
dilakukan pada anak korban pedofilia dapat menyebabkan rasa minder pada 
anak korban sehingga berdampak pada tumbuh dan kembang anak. Oleh 
karena itu perlindungan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang 
Perlindungan Anak yakni memberikan upaya perlindungan dari pemberitaan 
identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. 
 Namun Perlindungan yang telah diberikan baik dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak “Sahabat Bali” dan Putu Sri Wati, 
SE. MM selaku Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten 
Singaraja belum dapat menghasilkan rasa aman bagi anak korban tindak 
pidana Pedofilia dan keluarganya. Karena jika melihat pada tahap persidangan 
di Pengadilan Negeri Singaraja, seluruh anak korban mencabut keterangannya 
di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Buleleng. 
Pencabutan keterangan tersebut karena anak saksi beralasan mendapatkan 
tekanan dari pihak penyidik Polres Buleleng untuk mengakui tindak pidana 
Pedofilia yang dilakukan Jan Jacobus Vogel Alias Jan Vogel terhadapnya. 
Padahal berdasarkan keterangan saksi dari Penyidik Polres Buleleng dan saksi 





anak korban ketika memberikan keterangannya pada tahap penyidikan 
menyatakan penyidikan telah sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. 
Penyidikan telah dilakukan secara manusiawi dan menghargai pendapat anak. 
Pencabutan seluruh keterangan saksi anak tersebut dimungkinkan 
bahwa terjadinya telah terjadi tekanan baik tekanan fisik maupun psikis dari 
pelaku tindak pidana Pedofilia terhadap anak korban dan saksi lain. Tekanan 
yang diberikan dapat mempengaruhi keterangan seluruh saksi dalam tahap 
persidangan supaya meringankan Terdakwa. Perubahan keterangan tersebut 
disebabkan karena baik anak korban dan saksi lain mengalami ketakutan 
terhadap keselamatan jiwanya. 
Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa saksi korban tidak 
mendapatkan jaminan perlindungan bagi baik fisik, mental, maupun sosial. 
Tidak terjaminnya keselamatan anak korban memberikan peluang bagi 
Terdakwa untuk memberikan tekanan untuk mempengaruhi anak korban agar 
saksi bersedia merubah keterangannya pada tahap persidangan. Dan akhirnya 
















1. Perlindungan bagi anak korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Proses 
Peradilan Pidana di Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 
292/Pid.Sus/2012/PN.SGR adalah sebagai berikut: 
a. Pada Tahap Penyidikan 
(1) Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan penjemputan 
anak korban guna kepentingan penyidikan. 
(2) Anak Korban diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. 
(3) Penyidikan dilakukan oleh Polisi Wanita. 
(4) Pada tahap penyidikan anak korban didampingi oleh Orang tua. 
(5) Didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. 
(6) Didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. 
b. Pada tahap Persidangan 
(1) Anak Saksi tidak disumpah. 
(2) Penderitaan yang dialami oleh anak korban adalah sebagai dasar yang 
memberatkan bagi pertimbangan hakim. 
(3) Majelis Hakim Menjatuhkan Saksi Pidana Penjara terhadap Terdakwa 
Tindak Pidana Pedofilia karena terbukti melaukan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-






2. Pemenuhan Perlindungan khusus pada kasus Pedofilia di Singaraja Bali 
dengan No Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ 
Pid.Sus/2012/PN.SGR. Perlindungan khusus tersebut dijelaskan pada 
Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak yakni: 
a. Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai 
Kesusilaan 
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ 
Pid.Sus/2012/PN.SGR tersebut diputus pada tanggal 23 April 2013 maka 
Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 
Tahun 2002 Perlindungan Anak belum diundangkan, sehingga belum 
terdapat aturan mengenai perlindungan khusus berupa Edukasi tentang 
Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai kesusilaan. Karena Putusan 
hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang mewajibkan 
maka formulasi yang disesuaikan. 
b. Rehabilitasi Sosial 
Pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ 
Pid.Sus/2012/PN.SGR tidak terdapat putusan hakim yang memberikan 
upaya rehabilitasi. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ 
Pid.Sus/2012/PN.SGR dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan pada 
anak korban karena tidak memberikan upaya perlindungan berupa upaya 
Rehabilitasi sosial kepada anak korban. Padahal dampak negatif dari 
tindak Pedofilia terhadap anak akan terus berkelanjutan sampai anak 





berupa stress, kecemasan, deperesi dan gangguan jiwa akan 
mempengaruhi tumbuh kembang anak. 
c. Pendampingan Psikososial pada Saat Pengobatan sampai Pemulihan. 
Mengingat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja 
Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR tersebut diputus pada tanggal 23 
April 2013 maka Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Undang-Undang 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak belum diundangkan, 
sehingga belum terdapat aturan mengenai perlindungan khusus berupa 
pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. 
Karena Putusan hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang 
mewajibkan maka formulasi yang disesuaikan. 
d. Pemberian Perlindungan dan Pendampingan pada Setiap Tingkat 
Pemeriksaan Mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Sampai dengan 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 
Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak melakukan 
perlindungan penjemputan terhadap anak korban yakni Komang Rika 
Megayanti, Ketut Ayu Widiasari, Putu Sri Ariyani, Luh Manis Handayani 
guna kepentingan penyidikan. Selain perlindungan dari Lembaga Swadaya 
Masyarakat Perlindungan Anak “Sahabat Bali”, perlindungan juga 
diberikan oleh Putu Sri Wati, SE. MM selaku Komisi Perlindungan Anak 
dan Perempuan Kabupaten Singaraja pada setiap tahap termasuk 
melindungi agar identitas hak anak sebagai korban dirahasiakan. Namun 
pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja, seluruh anak 





oleh Penyidik Polres Buleleng. Pencabutan seluruh keterangan saksi anak 
tersebut dimungkinkan bahwa terjadinya telah terjadi tekanan baik tekanan 
fisik maupun mental dari pelaku tindak pidana Pedofilia terhadap anak 
korban dan saksi lain. Maka jelas bahwa saksi korban tidak mendapatkan 
jaminan perlindungan bagi baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak 
terjaminnya keselamatan anak korban memberikan peluang bagi Terdakwa 
untuk memberikan tekanan untuk mempengaruhi anak korban agar 
bersedia merubah keterangannya pada tahap persidangan. Dan akhirnya 




Melalui penulisan skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan terkait 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 
pedofilia sebagai berikut: 
1. Bagi Penegak hukum, diperlukan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia dengan 
melakukan perbaikan sebagai berikut:  
a. Aparat Penegak hukum harus memberikan upaya rehabilitasi sosial 
kepada anak korban karena  dampak negatif dari tindak Pedofilia 
terhadap anak akan terus berkelanjutan sampai anak korban 
beranjak tumbuh dewasa. 
b. Pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 





pembiayaan kepentingan upaya rehabitiasi anak korban tindak 
pidana pedofilia. 
c. Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum terkait dalam 
proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 
pedofilia seperti mengikuti pelatihan khusus, diklat atau seminar 
hukum. 
2. Bagi masyarakat, diperlukan untuk turut aktif dalam pengawasan 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 
pedofilia sebagai berikut: 
a. Turut aktif mengawasi perlindungan anak apabila terjadi tindak 
pidana pedofilia dalam lingkungan masyarakat. 
b. Turut aktif menyampaikan laporan apabila terjadi pelanggaran hak 
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